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PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987

tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi

sebagai berikut:

L Konsonan
mf Nama Huruf Latin Nama
| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- ba b be
ot ta 1 e
= tsa ts te dan es
z jim J je
c ha h ha (dengan garis bawah)
& kha kh ka dan ha
3 dal d de
3 dzal dz de dan zet
J ra r er
J zal z zet
82 sin s es
.- syin sy es dan ye
pa shad sh e¢s dan ha
e dhad dh de dan ha
b tha th te dan ha
L dha zh zet dan ha
E *ain e koma terbalil: d1 atas
£ gain gh ge dan ha
i fa f ef
3 qaf q ki
4 kaf k ka

viil




J lam 1 el

& mim m em

J nun n en

3 wau W we

- ha h ha

3 hamzah apostrof
3 ya ya ye

II. Vokal

1. Vokal Tunggal (monofiong)

Tanda Nama Huruf Latin Nama
—_ Fathah 8 a
— Kasrah i i
— Dhammah u u
G ditulis kataba S ditulis dzukira
SR ditulis yadzhabu
2. Vokal rangkap (difiong)
Tanda dan Huruf Nama Gabungan huruf Nama
T fathah dan ya ai adan i
5. fathah dan wawu au a dan u
S ditulis kaifa
JSR  ditulis haula
[II. Maddah
[
Tanda dan Huruf ] Nama Gabungan Nama —I
huruf
&... | fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas
S kasrah dan ya i 1 dan garis di atas
t S dhammah dan wawu i u dan garis di atas




IV,

VI

JE  ditulis gdla Jad ditulis gila

) ditalis ramd Jdods  ditulis yagilu

Ta" marbithah di akhir kata

Transliterasi untuk ta’ marbiithah ada dua

¢

2

L}

Ta’ marbiithah hidup ditulis /v.

Ta’ marbiithah mati ditulis /h/.
LallS ditulis al-kalimah

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta’ marbuthah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta’ marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

dalh ditulis Thalhah

SJEMI';-“',M" ditulis al-Madnah al-Munawwarah

Syaddah (Tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi

tanda syaddah itu.

Ly ditulis rabband

o3 ditlis al-bire

Kata Sandang al/

1.

Kata sandang al tetap ditulis al walaupun diikuti oleh kata yang dimulai
dengan huruf qamariah atau syamsiyyah.

Contoh:




Auadll J) s Y ditulis al-Ahwal al-Syakhshiyyah

Ao il Al ditulis al-Siyasah al-Syar iyyah

2. Huruf a pada kata sandang al tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun nama

diri, kecuali untuk awal kalimat;

3. Untuk bahasa Arab yang telah terindonesiakan baik nama orang atau kata-

kata lain disesuaikan dengan tradisi tulisan bahasa Indonesia.

Contoh : S Y} : [slam

a4 : Muhammad

4. Kata sandang al ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan

dengan tanda hubung strip /-/

VIL. Singkatan-singkatan

SWT
SAW
Ra
Qs
HR

1L,

KUHP

: Subhédnahu Wa Ta’ila

: Shallallahu *Alaihi Wa Sallam
: Radiyallahu *Anha
:al-Qur’an Surat

: Hadits Riwayat

: Halaman

: Tanpa Tahun

: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan
zepada sesamanya, baik secara fisik atau non fisik seperti membunuh, menuduh
atau memfitnah maupun kejahatan terhadap harta benda, sebenarnya sebagai
dampak negatif dari tingkah laku manusia yang ingin bebas. Suatu kebebasan
dalam bertindak tidak selamanya akan menghasilkan sesuatu yang baik, apalagi
kalau kebebasan dalam melakukan suatu tindakan tidak diterima oleh kelompok
sosialnya,' Oleh karena itu diperlukan adanya suatu ketentuan-ketentuan yang
dapat membatasi kebebasan dalam bertindak agar tercipta ketertiban dalam
kchidupan bersama.

Ketentuan itu merupakan !-:umpulan peraturan-peraturan yang harus
ditaati dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat pidana jika
peraturan-peraturan itu dilanggar, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup
dalam masyarakat secara tertib dan adil.?

Di dalam ajaran Islam istilah tindak pidana dikenal dengan Jarimah,’

yang secara bahasa berarti semua perbuatan atau tindak pidana yang

! Rahmat Hakim, Hukum Pidana Istam (Figh Jindyah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), him.

? R, Soesilo, FPokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus,
{Bandung: Karya Nusantara, 1984), him, 1.

? Istilah sepadan untuk merujuk pada perbuatan yang dikenai sanksi adalah Jindyah, yang
berarti peraturan-peraturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi bagi pelanggarnya, lebih
ianjut lihat A. Djazuli, Figh Jindyah; Upaya Menanggulangi Kejahdalan Dalam [slam, (Jakarta:
Rajawali Press, 1997), hlm. 1.




mengandung unsur dosa, baik besar maupun kecil. Suatu perbuatan dinamakan
tindak pidana atau delik, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi
orang lain, baik secara material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun non

materi (ketenangan, ketentraman, harga diri, adat-istiadat dan sabagajnya)."
Dalam upaya menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan
bermasyarakat, tidak .Ibisa hanya mengandalkan keimanan, niat baik, kejujuran
dan sebagainya dari anggota masyarakat, tetapi harus dibarengi dengan ancaman
sanksi bagi pelanggarnya, karena pertanggungjawaban pidana dapat terhapus
oleh adanya sebab-sebab tertentu, yang salah satunya adalah berkenaan dengan
keadaan pembuat delik tertentu, seperti anak di bawah umur yang sedang
menggejala dewasa ini, Dengan adanya asumsi bahwa pertanggungjawaban
pidana dapat terhapus karena kondisi pelaku yang tidak memungkinkan untuk

dijatuhi hukuman, Sebagaimana diterangkan dalam hadits Rasulullah SAW:
gbogd o8 Jo o8 el gl o8 W o8 Cuhy Bl Bl oy ol
P E Gl o0y Bz g U o8 1B W e WM 0y 1B Wy ale
T (353 0y SR 3 O g

Artinya: “Mewartakan kepada kami Musa Bin Ismdil, mewartakan kepada kami
Wuhaib, dari Khélid dari Abi Duhd, dari Ali Karramalléhu Wajhah,
dari Nabi Saw bersabda: Dimaafkan dosa tiga orang berikut ini:
Orang tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia mimpi
bersenggama dan dari orang gila hingga ia berakal ”.°

* Rahmat Hakim, Op. Cit, him, 17.
* Abl Dadd, Musnad Abii Daid Juz 11, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 346.

2 Sayyid Sabiq, Fikih Sunah 10, ter). A. Ali, (Bandung: Penerbit PT, Al-Ma'arif, 1997),
him. 30.




Sementara dalam ketentuan pidana (KUHP) dijelaskan bahwa
-=ranggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang apabila orang tersebut
:zdah dewasa atau telah kawin, artinya di sini ada perbedaan dalam menentukan
-utas pengecualian seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.
Jalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa Jjika
orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum
cukup enam belas tahun, dapatlah hakim memerintahkan anak yang bersalah itu
dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya dengan
udak dijatuhkan sesuatu pidana. Atau memerintahkan supaya anak yang bersalah
itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yakni jika
tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang tersebut dalam
pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-504, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan
540," serta tindak pidana itu dilakukannya sebelum dua tahun sesudah putusan
yang menyatakan dia berbuat satu pelanggaran atau sesuatu kejahatan menjadi
tetap, atau memidana anak yang bersalah ity.®

Dari apa yang telah dirumuskan dalam pasal 45 di atas, maka dapat
dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi

hukuman apabila:

" Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa pasal 489, 490,
492, 496, 497 merupakan pasal yang menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pelangparan terhadap
keselamatan umum bagi orang, barang dan keschatan, Paszl 503, 519 mengenai tindak pidana
pelanggaran terhadap ketertiban umum. Pasal 526 pelanggaran tentang asal usul dan perkawinan.
Pasal 531 pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong . sedangkan dalam pasal 532, 536 dan 540
mengenai pelanggaran kesusilaan, lebih lanjut lihat R. Sugandhi, Kitab Undang-Undung Hukum
Pidana (KUHP) dan Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), him, 501-546.

® Ibid, hlm. 51.




L.

Belum dewasa pada waktu penuntutan. Yang dimaksud belum dewasa bagi

orang Indonesia menurut L.N. 1931 No. 54 dan bagi orang Eropa menurut

- pasal 330 B.W,, ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan atau belum

kawin kemudian bercerai, dianggap telah dewasa.
Tuntutan itu mengenai peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang yang
berumur 16 tahun (pada waktu peristiwa pidana itu terjadi).

Apabila kedua syarat itu tcrpénuhi, maka hakim dapat memutuskan salah

satu dari ketiga kemungkinan, yaitu:

L

Dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya, dengan tidak dijatuhi
hukuman apapun.

Diserahkan kcpada rumah pendidikan anak-anak nakal milik negara untuk
memperoleh pendidikan dari negara sampai berumur 18 tahun. Hal ini hanya
dapat dilakukan, bila anak itu telah melakukan suatu kejahatan atau
pelanggaran yang termaktub dalam pasal ini sebagai residive (orang yang
berulang kali melakukan kejahatan).

Dijatuhi hukuman seperti biasa. Dalam hal ini ancaman hukuman dikurangi

sepertiganya.’

Untuk ketiga macam kemungkinan ini, kepada hakim diberikan

kesempatan untuk menimbang tentang kecakapan rohani terdakwa. Misalnya

apabila hakim berpendapat, bahwa anak-anak yang umumya 9 tahun atau 13

tahun kecakapan akalnya tidak normal perkembangannya, maka cukup alasan

bagi hakim untuk mengirimkan kembali anak-anak itu kepada orang tuanya, wali

? Ibid., hlm, 52.




atau orang yang memelibaranya, dengan tidak dijatuhi hukuman apapun. Akan

tetapi apabila hakim menganggap bahwa anak-anak berumur 13 tahun atau 15

tahun yang melakukan kejahatan itu telah berakal yang cukup mampu untuk

membeda-bedakan mana perbuatan yang baik dan buruk, maka hakim dapat

menjatuhkan hukuman, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan itu tidak boleh

lebih dari dua pertiga maksimum hukuman yang diancamkan. Sedangkan dalam

ketentuan hukum Islam mengenai sesecrang yang tidak dapat dijatuhi hukuman

seperti anak yang belum mencapai akil baligh atau belum mukallaf, atau ada cir-

ciri tertentu untuk menentukan akil daligh seseorang:

I. Ihtilam, keluamya mani dari kemaluan laki-laki dalam keadaan jaga atau
tidur )

2. Keluarnya darah haid bagi perempuan

3. Tumbuhnya rambut yang kasar disekitar kemaluan

4. Umumya tidak kurang dari 15 (lima belas) tahun, "’

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak di bawah umur adalah
anak yang belum mengalami salah satu di antara tanda-tanda kebalighan. Dari
segl umur, maka umurnya tidak lebih dari 15 (lima belas) tahun. Jadi anak dj
bawah umur yang dimaksud adalah anak umur 1 (satu) tahun sampai dengan
anak umur 15 (lima belas) tahun, yang belum mengalami tanda-tanda baligh,

Sehingga dari definisi di atas, mengandung pengertian bahwa anak di bawah
umur tersebut adalah anak yang masih dalam masa perkembangan dan

pertumbuhan, belum memgalami tanda-tanda kebalighan, akal fikiran serta fungsi

** M. Abdul Mujieb dkk, Kamus fs(ilah Figh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), him. 37.




fisiknya belum sempuma, sehingga dalam proses pemahaman dan kemampuan
bertindak terhadap sesuatu masih belum mencapai tahap kesempumaan

Dari pemaparan ftersebut di atas, terlihat adanya perbedaan dalam
pemberian sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak
pidana, sehingga penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai
sunksi pidana bagi anak di bawah umur, dengan mengambil judul “Sanksi Tindak
Piduna Bagi Terdakwa Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif Antara Hukum

Istam Dan Hukum Positif) ",

B. Penegasau Istilah
Agar tidek menimbulkan kesalahan dalam memahani judul penelitian ini,
perlu dikemukakan beberapa istilah dalam penulisan ini, antara lain:

1. Sanksi Tindak Pidana, terdiri dari kata sanksi dan tindak pidana, sanksi
artinya adalah tanggungan (tindakan-tindakan, hukum dan sebagainya) untuk
memaksa orang menepali perjanjian atau menaali kelentuan Undang-undang

| (anggaran dasar perkumpulan dan lain sebagainya).'! Sedangkan tindak
pidana artinya adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan
hukuman atau sanksi Dengan demikian yang dimaskud dengan sanksi
tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang dan orang

tersebut diancam dengan tanggungan akibat perbuatannya.

"' Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamms Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Bzlat Pustaka, 1993), hlm, 782.

' Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Asy Syamil Press & Grafika,
2001}, hlm, 132,




-- Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan al-Qur’an dan Sunah
Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku

dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam,

L

Hukum Positif adalah hukum yang berlaku di suatu tempat (negara) Indonesia
pada suatu saat,'?

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah
perbuatan-perbuatan yang diancam dengan sanksi hukum vang dilakukan oleh anak
di bawah umur dalam pandangan hukum Islam (Figh) dan hukum positif di

Indonesia, yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),

C. Perumusan Masalah
Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut di atas, perlu
dirumuskan suatu permasalahan yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan sebagai

berikut:

—s

. Apakah kriteria anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum Positif?

L8]

Bagaimanakah perbandingan sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak di bawah

umur menurut hukum [slam dan hukum Positif?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dari penilitian ini adalah;
I. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak di bawah umur

menurut hukum Islam dan hukum positif.

" Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum istam [, (Jakarta: Wacana lmu, 1997), him. 12.

" Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 368.




™

- Untuk mengetahui perbandingan sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak di
bawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif,
Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:
I Memberikan gambaran tentang penerapan sanksi tindak pidana bagi terdakwa

anak di bawah umur, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif.

[-3

Sebagai informasi yang konstruktif bagi dunia kepustakaan mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak di bawah

umur menurut hukum Islam dan hukum positif,

. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai sanksi pidana bagi anak di bawah umur
sebenarnya telah banyak literatur dan karya ilmiah yang membahasnya, akan
tetapi belum ada yang secara khusus dan intensif membahas tentang tindak
pidana bagi anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif,
Seperti Rahmat Hakim dalam bukunya Hukum Pidana Isiam (Figh Jinayah),
(Bandung: Pustaka Setia, 2000). Di dalamnya hanya menjelaskan secara global
mengenai perbuatan manusia yang dinilai sebagal pelanggaran atau kejahatan
kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut dilakukan secara
fisik maupun non fisik seperti membunuh, menuduh atau memfitnah maupun
kejahatan terhadap harta benda.” Di samping itu Juga terhimpun pembahasan
mengenai semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai

sasaran.

** Rahmat Hakim, Op, Cir., hlm. 11,




Topo Santoso dalam bukunya yang berjudul Menggagas Hukum Pidana
Islam (Bandung: Asy Syaamil Press, 2001), hanya menjelaskan secara umum tentang
hukum pidana yang menurutnya hanya memuat tentang aturan-aturan hukum yang
mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu
suatu akibat yang berupa pidana.'® Sedangkan M. Amin Suma dalam bukunya
Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek dan Tantangannya), hanya
menjelaskan tentang hukum pidana Islam yang secara formal maupun materiil hanya
berisikan tentang norma atau aturan dan sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana
pencurian, perzinahan, perampokan, minum-minuman keras, gadzaf dan tindak
kekerasan fisik lainnya berikut aturan sanksinya telah dibahas dalam buku ini, namun
belum secara menyeluruh dan mendetail. !’

Dalam buku Asas-asas Fukum Pidana, (Jakarta; Rineka Cipta, 2000)
Mocljatno hanya mengatakan bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia
sekarang ini adalah hukum pidana yang telah dikodifisir, yangﬂ mana bahwa aturan-
aturannya telah disusun dalam satu Kitab Undang-undang (Wetboek) yang
dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)." Dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana telah dijelaskan mengenai pembagian hukum pidana, di
antatanya yaitu hukum pidana formil yang memuat mengenai tata cara bagaimana
seseorang dapat dikenakan suatu sanksi pidana, sedangkan hukum materiilnya adalah

keseluruhan peraturan yang memuat perumusan-perumusan tentang;

" Topo Santose, Op. Cit., him, 22.

" M. Amin Suma, Pidana Islam di Indonesia (Peluang, Prospek dan Tamangannya), (Jakarta:
-ustaka Firdaus, 2001}, hlm. 8.

* Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm, 16.




1. Siapakah yang dapat dipidana, atau dengan perkataan lain mengatur

mengenai pertanggungjawaban terhadap hukum pidana.

e
H

Pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan
tindak pidana.

3. Perbuatan-perbuatan apakah yang dapat diancam pidana, misalnya Pasal 338
KUHP Pembunuhan, Pasal 351 KUHP Penganiayaan, Pasal 362 KUHP

Pencurian dan Pasal 285 KUHP Pemerkosaan.'?

Dari berbagai literatur maupun karya-karya ilmiah yang ada, seperti
dalam bukunya A. Djazuli yang berjudul Figh Jinayah (Bandung: Rosda Karya,
1997), dan Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, belum ada
pembahasan secara khusus tentang tindak pidana, khususnya yang membahas
tentang sanksi tindak pidana bagi anak di bawah umur menurut hukum Islam dan
hukum positif masih belum dibahas secara menyeluruh dan mendetail. QOleh
kerena ity bahwa permasalahan yang diambil oleh penulis mengkhususkan
pembahasannya pada sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak di bawah umur
-anta.ra hukum Islam dan hukum positif, sehingga dari penelitian ini akan
diperoleh suatu perbandingan yang ada antara pelaksanaan yang ada dalam

hukum Islam maupun hukum positif;

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research),™

" Sofian Sastrawidjaja, Hukum Pidana (dsas-asas Hubum Pidanea Sampai Alasan Peniadaan
Pidana), (Bandung: Arimeo, 1695), hlm 111,

% Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelition Suam Pendekatan Pramek, (Jakarta: Rineka Cipta,
1993), hlm. 202,




yaitu suatu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku kepustakaan
yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Oleh karena itu sifat dari
penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan-
peraturan yang berlaku dikaitkan dengan beberapa sumber hukum atas
permasalahan yang telah dirumuskan,

Dengan demikian metode penelitian yang digunakannya adalah
metode dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan
melalui data tertulis. Sedang teknik penggunaannya adalah dengan
mengumpulkan data dengan cara studi pustaka, yaitu dengan mempelajari
bahan-bahan tertulis yang telah diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan
yang diteliti.

Sumber Data

Sumber data penelitian ya;lg diperlukan adalah data yang berupa
bahan bacaan yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak
di bawah umur, yang meliputi:

a. Sumber data primer, yaitu bahan-bahan yang dijadikan rujukan utama
dalam penulisan ini, antara lain:
1} Al-Qur’an dan Al-Hadits
2) KUHP dan KUHAP

b. Sumber data sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan sumber data
primer, antara lain:
1) Abdul Qadir ‘Audah, Al-Tasyri'al-Jindi al-Islami, (Beirut: Dar al-

Mussasah al-Risalah, 1996).
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2) Abdul Rahman al-Jazin, Al-Fighu ‘Ala al-Mad=dhib al-Arba’ah, Juz
V, (Beirut: Dar al-Fikr, tt).

3) Wahbah al-Zuhayly, 4I-Figh al-isldmi Wa ‘Adillatub, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1984).

4) R. Sugandhi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan
Penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981).

5) Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta,
1994),

6) UU RI No. 3 Tahun 1997, Undang-undang Peradilan Anak, (Jakarta:
Sinar Grafika, 1997).

7y A. Djazuli, Figh Jindyah; Upaya Menanggulangi ;'{ejaharan Dalam
Istam, (Jakarta: Rajawali Press, 1997).

8) Rahmat Hakim, Huwkum Pidana Islam (Figh Jindyah), (Bandung:
Pustaka Setia, 2000).

9) Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung: Asy
Syaamil Press & Grafika, 2001).

10) Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana, (Bandung: Armico, 1996).

11) R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-
delik Khusus, (Bandung: Karya Nusantara, 1984).

3. Pendekatan Analisa dan Interpretasi Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif; yaitu
pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum sebagai disiplin perspektif

(Solien Kategoris) dan juga berusaha mendekati dengan kaidah-kaidah
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hukum yang berlaku dalam masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan
bahwa penelitian hukum normatif meliputi:

a. Penelitian tcrh-adap asas-asas hukum

b. Penelitian terhadap sistematik hukum

c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal

d. Perbandingan hukum dan

e. Sejarah hukum.?'

Sasaran dari penelitian ini adalah perbandingan hukum, oleh sebab itu
dilakukan penelusuran terhadap kaidah yang berlaku dari beberapa aturan
hukum. Dengan demikian pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan
yuridis normatif, |

4, Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode perbandingan
(comparative method) dengan memperbandingkan sanksi tindak pidana bagi
terdakwa anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif.

Data yang diperolch dari semua sumber data diolah menurut cara
yang berlaku dalam pengolahan data hasil penelitian, dimana ruang

lingkupnya hanya memperbandingkan sanksi tindak pidana bagi terdakwa

anak di bawah umur menurut hukum Islam di satu pihak dan menurut hukum
positif di pihak lainnya.
Fungsi perbandingan pada hakikatnya adalah menjelaskan baik

persamaan-persamaan maupun perbadadn-perbtdaannya terhadap obyek-

*!'Soetjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UII Press, 1992), him, 12,
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obyek yang diselidiki, yaitu tentang sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak
di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif. Semua ini
diterangkan oleh perbandingan sebagai suatu metode, baik secara deskriptif,
analisis maupun secara teori.

Menurut Soetjono Soekanto, metode perbandingan hukum mungkin
diterapkan dengan memahami unsur-unsur sistern hukum sebagai titik tolak
perbandingan. Mengenai sistemn hukum mencakup tiga unsur pokok, yaitu:

1. Struktur hukum, yang mencakup lembaga hukum

2. Substansi hukum, yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur

3. Budaya hukum, yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.Z
Perbandingan dapat dilakukan terhadap masing-mz;ts'mg unsur secara

kumulatif terhadap semuanya.

G. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka
penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari V Bab, dengan uraian
sebagai berikut;

BABI Memupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan,

BAB I Bab yang menguraikan tentang tindak pidana menurut Hukum Islam

dan Hukum Positif, yang terbagi menjadi dua sub bab. Pada sub bab

2 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Suatu penga‘r};ar), Jakarta:

RajaGrafindo, 1998), him. 101.




BAB I

BABIV

BABV
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pertama meliputi pembahasan mengenai pengertian tindak pidana
menurut Hukum Islam, unsur-unsur tindak pidana, bentuk-bentuk
tindak pidana, sanksi tindak pidana, jenis dan penerapan sanksi
tindak pidana Hukum Islam. Sedangkan dalam sub bab kedua
meliputi pembahasan mengenai pengertian tindak pidana menurut
Hukum Positif, unsur-unsur tindak pidana, macam-macam tindak
pidana, sanksi tindak pidana menurut Hukum Positif serta jenis dan
penerapan sanksi tindak pidana dalam Hukum Positif.

Bab yang menguraikan pertanggungjawaban tindak pidana bagi
terdakwa anak di bawah umur, yang terbagi menjadi dua sub bab.
Pada sub bab pertama meliputi pcmbah;asan pengertian
pertanggungjawaban tindak pidana dan hapusnya
pertanggungjawaban tindak pidana atau hukuman menurut hukum
Islam. Sedangkan pada sub bab kedua meliputi pembahasan
pengertian pertanggungjawaban tindak pidana dan hapusnya
pertanggungjawaban tindak pidana atau hukuman menurut Hukum
Positif.

Bab ini menguraikan tentang analisis terhadap sanksi tindak pidana
bagi terdakwa anak di bawah umur dan menguraikan tentang
implikasi pencrapan hlllkuman bagi terdakwa anak di bawah umur
menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan

kata pEI'll]tl.liJ.




BAB II
TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM

DAN HUKUM POSITIF

A. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana
Dalam hukum Islam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah
dikenal dengan tiga istilah, antara lain yaitu Jindyah, Jarimah dan
Ma 'shiyah.! Para ulama mendefinisikan istilah jindyah dengan mengacu
kepada hasil perbuatan seseorang yang dilarang menurut syara’. Dengan
demikian yang dimaksud dengan istilah jindyeh ad:al.ah jenis-jenis perbuatan
yang dilarang oleh syara’ dan diancam dengan hukuman had atau ta zir >
Menurut Abdul Qadir ‘Audah dalam kitabnya Al-Tasyri al-Jind'i al-
Islami memberikan arti findyah sebagai berikut:

3,4.;.-5'\ Lﬂﬂifﬂ-}liﬁ.ﬁuflaﬂiﬁ&‘

Artinya: “Jindyah secara bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan

yang jelek”

Ll gt g i e Jadll my £l g 0,3 8 2 fal] gl I-Sksl

'Topo Santaso, Menggagas Hukum Pidana Isiam, (Bandung: Asy Syamil Press dan Grafika,
2000}, him. 132.

* A. Djazuli, Figh Jindyah: Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta; Rajawali
Press, 1996), him. 1.

* Abdul Qadir “Audah, -Al-Tasyri al-Jindgi al-Islami Juz ff, (Beirut: Dar al-Muassasah
al-Risalah, 1996), him. 4.

! 1hid.
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Artinya: “Menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang
diharamkan syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta
benda maupun sefain harta benda dan jiwa”.

Adapun mengenai pengertian jarimah itu sendiri adalah sebagai
berikut:

2P0 A g B B2 Oy gt
Artinya: “Larangan-larangan syara’ (yang apabila dikerjakan) diancam
Allah dengan hukuman had atau ta'zir "

Dari kedua istilah tersebut, bahwa jindyah merupakan suatu tindakan
yang dilarang atau dicegah olch syara’ (hukum Allah) yang apabila perbuatan
tersebut dilakukan mempunyai konsekuensi membahayai-:an agama, jiwa,
akal, kehormatan dan harta benda.® Sedangkan jarimah mencakup semua
perbuatan yang dilarang atau tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan,
aktif maupun pasif,

Sementara yang dimaksud dengan larangan untuk berbuat yaitu
mengerjakan suatu perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh syara’ seperti
membunuh, berzina, mencuri dan lain sebagainya.” Adapun maksud larangan
untuk tidak berbuat yaitu tidak melaksanakan segala sesuatu yang menurut

Eﬁmnmm harus dilaksanakan seperti tidak melakukan shalat, tidak membayar

? Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figh Jindyah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000),
him.l14.

¢ tbid.

? Ibid, him. 49.
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zakat dan tidak menoclong orang lain yang sangat membutuhkan, padahal dia
sanggup untuk melaksanakannya.

Dari kedua istilah jindyah dan jarimah di atas, bahwa secara definitif
bisa dikatakan berbeda, namun pada tataran prakteknya kedua istilah tersebut
digunakan dalam satu arti yang menunjukan pada suatu perbuatan yang
apabila dilakukan diancam dengan hukuman khad atau ta 'zir.

Sedangkan yang dimaksud dengan ma shivah adalah melaksanakan
sesuatu yang telah dilarang oleh syari’at dan meninggalkan kewajiban yang
telah digariskan kepadanya.” Mengenai perbuatan ma'shivah adalah setiap
perbuatan yang diminta untuk meninggalkan sccara tegas, permintaan
tersebut adakalanya terdapat dalam sebuah sighah {bent.u!-: kata). Hal ini

scbagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:

(il L ppd o g iy &l Sls

Artinya: " Diharamkan atas kamu bangkai, darah dan daging babi ... #3
Ahli figh menggolongkan ma ‘shiyah menjadi tiga bagian, pertama,
Ma’shiyah yang mendatangkan had seperti membunuh, mencuri, zina dan
sebagainya dari berbagai tindak pidana yang bisa mendatangkan had, gishash
dan diydt. Kedua, perbuatan yang mendapatkan tebusan tetapi tidak ada had
yang harus ditanggung, hal ini sebagaimana melakukan hubungan suami istri
di siang hari bulan Ramadhan atau melakukan hubungan suami istri tatkala

mercka sedang lhram. Ketiga, ma'shiyah yang tidak ada had dan tidak ada

® Abdul Qadir *Audah, Op. Cit, him. 127.

° Depag Rl, Al-Qur'an Al-Karim dan Terfemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1996), him. §5.

¥
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tebusannya, ma’shiyah ini sebagaimana mencium perempuan yang bukan
muhrim, berduaan dan memakan bangkai. Dalam hal ini para ulama telah
mengadakan konsensus (mufakat) bahwa ma ‘shiyah ini hanya mendapatkan
pengasingan saja.'’
. Unsur-unsur Tindak Pidana
Unsur-unsur kejahatan dalam hukum pidana Islam secara garis besar
dibagi menjadi dua bagian, yaitu unsur-unsur dasar (umumy) dan unsur-unsur
khusus.'! Di dalam unsur-unsur tindak pidana mencakup tiga hal, yaitu :
a. Unsur Formal
Unsur formal (a/-Rukn al-Syar'i) yaitu adanya ketentuan syara
atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dila:kukau merupakan
perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai suatu yang dapat
dihukum atau adanya nash (ayat) yang mengancam hukuman terhadap
perbuatan tersebut.'”” Mengenai ketentuan tersebut harus datang (sudah
ada) sebelum perbuatan itu dilakukan dan bukan sebaliknya, yaitu setelah
perbuatan dilakukan baru ketentuan itu diadakan, Apabila perbuatan
tersebut datang setelah perbuatan itu terjadi, maka ketentuan tersebut

tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu dalam hal ini berlakulah kaidah:

ALY elaN i ‘_I-P'ﬂ'u

" Abdul qadir ‘Audah, Op. Cit,, hlm. 130-132.
" "Topo Santeso, Op. Cit, hlm. 135.

*? Rahmat Hakim, Op. Cit., hlm. 52.
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Artinya: “Hukum yang terkuat segala sesuatu itu adalah boleh”

Berkaitan dengan unsur formil (al-Rukn al-Syar f) bahwa dalam

hukum Pidana Islam juga dikenal dengan adanya asas legalitas seperti:

RSB R T PR
Artinya: “Tidak ada jarimah (tindak kejahatan) dan tidak ada hukuman
tanpa adanya aturan”.

Dari kedua kaidah tersebut di atas, sccara eksplisit menunjukan
bahwa apabila dalam suatu persoalan hukum yang tidak terdapat
aturannya, maka harus menetapkannya sebagai sesuatu kebolehan. Dalam
arti apabila meninggalkan atau mengerjakan p.f:rbuaian tersebut tidak
mempunyai konsekuensi hukum tertentu tanpa membedakan siapa
pelakunya, apakah orang dewasa atau anak-anak. Oleh karena itu dalam
mempelajari suatu masalah hukum yang tidak ada atau belum terdapat
aturannya tidak boleh memberikan suatu larangan, akan tetapi harus
mengembalikannya pada suatu yang mubah (boleh) sebagal suatu
kemudahan untuk menghindari adanya kesulitan bagi manusia itu sendiri.

b. Unsur Materiil

Unsur materiil (al-Rukn al-Madi) yaitu adanya perilaku yang

membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau

adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum seperti dalam kasus

¥ Asjmuni A. Rahman, .Qaidah-qaidah Figit: (al-Oawaid al-Fighiyah), (Jakarta; Bulan
Bintang, 1976), him. 41.

" Abdul Qadir “‘Audah, Op. Ciz, hlm. 117.




pencurian merupakan tindakan pelaku yang memindahkan atau
mengambil barang milik orang lain, dimana tindakan pelaku tersebut
adalah unsur materiilnya yaitu adanya perilaku yang membentuk jarimah
atau tindak pidana.
¢. Unsur Moril
Unsur moril (al-Rukn al-Adabi) yang disebut juga dengan istilah
al-Mas 'wliyyah al-Jinaiyyah, yang maksudnya adalah

pertanggungjawaban pidana.'®

Dalam unsur moril ini bahwa pelaku
tindak pidana haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan
perbuatannya yang dapat memaharmi dan mengetahui hukum. Oleh karena
itu bahwa orang yang diasumsikan memiliki kriteri.-.a tersebut adalah
orang-orang mukallaf,'® karena hanya merekalah orang-orang yang
terkena khithdb (panggilan) dan taklif (pembebanan).

Dari ketiga unsur-unsur tindak pidana di atas, merupakan unsur-unsur
yang bersifat umum, artinya bahwa unsur-unsur tersebut adalah unsur-unsur
yang berlaku pada setiap tindak pidana atau jarimah. Oleh karena itu pada
bentuk tindak pidana apapun ketiga unsur ini harus terpenuhi.

Di samping unsur-unsur umum, ada pula unsur-unsur yang bersifat

khusus yang hanya terdapat pada bentuk jarimah atau tindak pidana tertentu

" A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana [slam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), him. 6.

' Istilah yang diberikan kepada orang yang telah dianggap mampu bertindak dalam hukum
adalah mukallaf, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun yang berhubungan dengan
larangannya, lebih lanjut lihat A. Aziz Dahlan, dkk, (ed), Ensildopedi Hukum Islam Jilid 4, (Jakarta:
Intermasa, 19973, hlm, 1219.
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seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya.'’ Adapun mengenai unsur-
unsur khusus yang harus terdapat pada jarimah atau tindak pidana seperti
pencurian yaitu:
1) Mengambil harta secara sembunyi-sembunyi
Mengambil harta secara sembunyi-sembunyi adalah mengambil
barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya. Seperti
mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang
tidur. Pengambilan harta itu dapat dianggap sempurna apabila pertama,
pencuri mengeluarkan harta dari tempatnya. Kedua, barang yang dicuri
itu telah berpindah tangan dari pemiliknya. Ketiga, barang yang dicuri
telah berpindah tangan ke tangan si pencuri. ‘
2) Barang yang dicuri berupa harta
Disyaratkan yang dicuri itu berupa harta yang bergerak,
berharga, memiliki tempat penyimpanan yang layak dan sampai nisab.
3) Harta yang dicuri tersebut milik orang lain
Disyaratkan dalam pidana pencurian bahwa sesuatu yang dicuri
itu merupakan milik orang lain. Yang dimaksud dengan milik orang lain
adalah bahwa harta itu ketika terjadinya pencurian adalah milik orang lain
dan yang dimaksud dengan waktu pencurian adalah waktu pencuri

memindahkan harta dari tempat penyimpanannya.

" Topo Santoso, Op. Cit, him. 135.
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4) Ada i’tikad tidak baik
Yang dimaksud dengan i’tikad tidak baik adalah mengetahui
bahwa mencuri adalah perbuatan yang diharamkan dan dengan
perbuatannya itu ia bermaksud memiliki barang yang dicurinya tanpa
sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya."®
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana
Di antara penggolongan mengenai bentuk tindak pidana tergantung
dari sudut pandangnya, seperti:
a. Dilihat dari segi pelaksanaannya
Suvatu perbuatan tindak pidana apabila dilihat dari segi
pelaksanaannya yaitu bagaimana si pelaku melaksax;akannya, apakah
dengan melakukan perbuatan yang terlarang seperti mencuri, berzina,
mabuk-mabukan, dan sebagainya atau tidak melaksanakan perbuatan
yang diperintahkan seperti tidak melakukan shalat, tidak memberikan
zakat, dan scbagainya.
b. Dilihat dari niatnya
Pembagian tindak pidana apabila dilihat dari segi niatnya tecbagi
ke dalam dua bagian, pertama, yaitu tindak pidana yang disengaja
(jarimah al-magstidak) diniati dan direncanakan, contohnya yaitu ada
sescorang masuk ke ruma.h orang lain dengan maksud untuk mencuri
sesuatu dari rumah tersebut Kedua, yaitu tindak pidana yang dilakukan

tidak sengaja (farimah ghair al-magsiidah), dalam tindak pidana ini dapat

* A. Djazuli, Op. Cit,, him. 73-80.
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terjadi karena kelalaian seperti seseorang yang membakar sampah dengan
maksud untuk membersihkan di sekitar rumahnya. akan tetapi tanpa
sepengetahuannya api membesar dan membakar sesuatu milik orang lain,
dapat juga terjadi karena kekeliruan misalnya seseorang melempar batu
untuk mengusir binatang, namun tiba-tiba tanpa sepengetahuannya batu
tersebut mengenai orang lain.

Dilihat dari objeknya

Suatu tindak pidana dilibat dari objeknya dapat dibedakan menjadi
suatu tindakan yang dilakukan oleh perseorangan maupun masyarakat
(bersama-sama), tergantung dari objek yang menjadi sasarannya tersebut.
Dilihat dari motifnya '

Tindak pidana dilihat dari motifnya yaitu mengenai sesuatu yang
dikaitkan dengan masalah kenegaraan, pemerintahan atau sesuatu yang
sifatnya politis yang mempunyai tujuan untuk melawan pemerintahan
yang sah pada waktu situasi yang tidak normal seperti pemberontakan
sengaja, mengacaukan perckonomian dengan maksud-maksud politis dan
sebagainya.

Dilihat dari bobot hukuman

Dalam hal ini bahwa bobot hukuman yang dikenakan terhadap

pelaku tindak pidana atau jarimah didasarkan ada tidaknya dalam nash

al-Qur'an maupun al-Hadits. Oleh karena itu untuk menentukan bobot




hukuman dapat dikategorikan kepada si pelaku itu sendiri, apakah tindak
pidana hudid, gishash-diyét atau ta'zir,'s
Menurut Abdul Qadir ‘Audah sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat
Hakim, bahwa secara umum tindak pidﬁna dapat diklasifikasikan ke dalam
beberapa macam atau bentuk, diantaranya yaitu :
a. Tindak pidana fediid
Tindak pidana sudid merupakan suatu perbuatan terlarang yang
telah ditentukan hukumannya secara jelas, baik dalam al-Qur'an maupun
al-Sunnah. Menurut para ulama bahwa tindak pidana yang termasuk ke
dalam kelompok hudud ada tujuh macam seperti perzinahan. gad-af,
minum khamr, pencurian, pembegalan, pemberonta;kau dan riddah
(keluar dari agama Islam),
b. Tindak pidana gishash-diydt
Oishash merupakan bentuk kesamaan akibat yang ditimpahkan
kepada pelaku tindak pidana terhadap jiwa atau badan yang dilakukan
dengan sengaja. Sedangkan diydr merupakan hukuman yang dijatuhkan
bagi pelaku tindak pidana dengan objek yang sama (nyawa atau anggota
badan) yang dilakukan dengan tidak sengaja.'” dan atau perbuatan pidana
vang tidak terpenuhi syarat-syarat dikenakan hukuman qishash, seperti
pada tindak pidana pEIukaz;n disyaratkan adanya pelukaan yang tidak

memungkinkan dilakukannya gishash.

' Rahmat Hakim, Op. Cit,, him. 23.

Y thid, him.29.
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Di samping itu juga diyat merupakan hukuman pengganti dari
hukuman pokok (gishash) dari pembunuhan tidak sengaja, yaitu suatu
pembunuhan yang dilakukan dengan ketidaksengajaan perbuatan dan
ketidaksengajaan obyek atau korban. Artinya perbuatan tersebut sama
sekali tidak diniati ke arah sasaran, misalnya dalam suwatu latihan
menembak pelurunya nyasar mengenai seseorang sehingga ia meninggal.
Sedangkan pembunuhan semi sengaja merupakan suvam  bentuk
penganiayaan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan alat
yang tidak mematikan, namun ternyata korban penganiayaan tersebut
meninggal. Misalnya memukul dengan tongkat, batu dan cambuk.

Adapun penganiayaan tidak sengaja adalah sua.tu perbuatan yang
dilakukan dengan tidak sengaja, artinya perbuatan tersebut semata-mata
hanya Kkarena kekeliruan, namun akibatnya dapat melukai dan
menghilangkan anggota badan. Misalnya sescorang yang sengaja
melemparkan batu untuk mengusir ayam, akan tetapi batu tersebut
mengenai orang lain yang mengakibatkan cacat.'®

¢. Tindak pidana taq'zir

Ta zir menurut bahasa adalah kata dasar dari *Azzara yang berarti
menolak atau mencegah kejahatan, juga bisa berarti menguatkan,
memuliakan dan rnf:n:ﬂ:-antﬁ.[9 Adapun yang dimaksud fa'zir menurut
terminologi  figh Islam adalah tindekan edukatif terhadap pelaku

perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya. Atau dengan

% /bid, hlm, 133-134.

** Sayyid Sabiq, Fikih Sunah 10, tetj. A. Ali, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), him. 150-151.




kata lain, ta’zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan
oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang
hukumannya belum ditentukan oleh syari’at atau kepastian hukumnya
belum ada.*® Adanya ketentuan bahwa jarimah ta 'zir menjadi wewenang
penguasa untuk menetapkan hukumnya, berarti memberikan keleluasaan
kepada penguasa (hakim) untuk menetapkan macam jarimah ta’zir yang
mencakup segala macam perbuatan yang dipandang merugikan, baik
terhadap pelakunya sendiri, masyarakat maupun terhadap negara.
Misalnya ketetapan tentang pelanggaran terhadap pembayaran pajak.
pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dan pelanggaran terhadap
peraturan bea cukai dan sebagainya. |
Para ulama membagi jarfmah ta 'zir menjadi dua macam, pertama,
jarimah yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu yang
berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di
muka bumi, perampokan, pencurian, perzinahan, pemberontakan dan
tidak taat kepada /il amri (pemerintah). Kedua, jarimah yang berkaitan
dengan hak perorangan, yaitu sesuatu yang mengancam kemaslahatan
bagi seorang manusia seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.?!
Dari apa yang telah diuraikan mengenai berbagai tindak pidana
huditd, gishash-diydr dan ta'’zir ltf:rdapat perbedaan dan persamaannya dalam
hal pemberian hukuman, baik yang ditentukan hukumannya oleh al-Qur’an

maupun al-Sunnah.

* A. Djazuli, Op. Cir, him. 166.

* [bid, him. 162.
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Mengenai persamaan dan perbedaan yang ada antara tindak pidana
hudiid, gishash-diyat dan ta’zir yaitu:

1) Dalam jarimah Audtid tidak ada pemaafan, baik oleh penguasa maupun
oleh wiil amri (pemerintah), artinya apabila seseorang telah melakukan
tindak pidana hudud dan terbukti di sidang pengadilan, maka hakim
hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan. Sedang dalam
tindak pidana gishash diydt ataupun ta’zir kemungkinan pemaafan itu
ada, baik oleh perorangan maupun oleh wlil amri (pemerintah) apabila hal
itu dipandang lebih membawa kemaslahatan

2) Dalam tindak pidana ta’zir hakim dapat memilih hukuman yang lebih
tepat bagi si pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, s:ituasi dan tempat
kejadian. Sedangkan dalam jarimah hudud yang diperhatikan oleh hakim
hanyalah kejahatan materiil

3) Pembuktian dalam tindak pidana Audid dan gishash harus dengan saksi
atau pengakuan. Sedangkan pembuktian dalam jarimah ta ‘zir sangat luas,
artinya bisa dengan adanya aduan atau laporan dari perorangan maupun
masyarakat

4) Hukuman had maupun gishash tidak dapat dikenakan kepada anak kecil,

| karena dalam hal menjatubkan had si pelaku harus sudah baligh.
Sedangkan e’z it bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil dan hal

itu diperbolehkan **

2 1bid, hlm. 166-167.
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4. Sanksi Tindak Pidana Menurut Hukum Islam
Dalam hukum Islam, kata hudid dibatasi untuk sanksi yang kata
umumnya adalah ‘ugibah, berasal dan kata ‘Agb yang berarti sesuatu yang
datang setelah sesuatu yang lainnya® Sedangkan Abdul Qadir ‘Audah

memberikan definisi sanksi ataw hukuman sebagai berikut :

Mo el al Ol | e deledt doedal §dll o1 & 4 gaall
Ariinya: “Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara
yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia®.

Dalam istilah lain sanksi atau hukuman adalah pembalasan yang
setimpal atas perbuatan pelaku kejabatan yang mengakibatkan orang lain
menjadi korban akibat perbuatannya atau dengan ungkapan lain hukuman
merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai
balasan dar apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang
diterima sipelaku akibat pelanggaran pelaku syara’.”

Dari beberapa pengertian di atas, maka jelaslah bahwa sanksi atau
hukuman adalah sebuah siksaan atau pembalasan yang ditimpakan bagi
pelaku kejahatan setelah ia melakukan kejahatan kepada orang lain dengan
maksud untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan

menjaga mereka dari hal-hal yamg mafSadah (merusak).

® A. Rshman [ Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari‘ah), (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 20020, hlm. 289.

* Abdul Qadir * Audah, Op, Cit,, him. 609.

¥ Rahmat Hakim, Op. Cit., him. 59.
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S. Jenis dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Dalam Hukum Islam
Menurut Topo Santoso bahwa mengenai jenis sanksi atau hukuman
digolongkan atas 5 (lima) bagian yaitu:

a. Sanksi yang didasarkan atas pertalian satu hukuman dengan sanksi
lainnya, yang terdiri dari hukuman pokok, hukuman pengganti, hukuman
tambahan dan hukuman pelengkap.

b. Sanksi yang ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat
ringannya sanksi, yaitu sanksi yang hanya mempunyal satu batas dan
batas tertinggi serta batas terendah. |

¢. Sanksi yang ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan,
yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan besa;n}'a dan hukuman
yang diserahkan kepada hakim (hukum pilihan).

d. Sanksi yang ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu
hukuman badan, hukuman jiwa dan hukuman harta.

e. Sanksi yang ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang diberi ancaman
hukuman, yaitu hukuman hudid, hukuman gishash-diydr, hukuman
kiférat dan hukuman ta zir.*®

Sedangkan A. Djazuli menggolongkan jenis hukuman pada 4 (empat)
bag:an yaitu:

a. Sanksi yang ditinjau daﬁ-segi terdapat atau tidak terdapat nashnya
dalam al-Qur’an dan al-Hadits, maka hukuman dibagi menjadi 2 (dua)

yaitu:

* Topo Santoso, Op. Cit, hlm. 184-185.
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2)
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Sanksi yang ada nashnya, yaitu pudid, gishash, diyér dan kafarah

Sanksi yang tidak ada nashnya (fa zir)

Sanksi yang ditinjau dari segi hubungan antara satu sanksi dengan sanksi

lainnya, maka sanksi dapat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu :

1)

2)

3)

4)

Sanksi pokok atau al-‘ugiibat al-asliyyah, yaitu hukuman kejahatan
potong tax-lgan bagi pembunuh dan pencuri.

Sanksi pengganti atau al- ‘ugitbar al-badaliyyah, yaitu hukuman yang
mengganti tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak
dapat dilaksanakan karena adanya suatu alasan hukum sepert
hukuman diyat, atau denda bagi pembunuhan sengaja yang
Sanksi tambahan atau al-‘wgqfthat ai-tabiiyyah, yaitu hukuman yang
dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok
seperti terhalangnya seseorang pembunuh untuk mendapatkan waris
dari harta terbunuh.

Sanksi pelengkap atau al- ‘ugithat al-takmiliyyah, yaitu hukuman yang
dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah
dijatuhkan seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong

lehemya

Sanksi yang ditinjau dari segi kekuasaan hakim yang menjatuhkan

hukuman yaitu :

1)

Sanksi yang memiliki satu batas tertentu, sehingga hakim tidak

menambah atau mengurangi seperti hukuman had




2) Sanksi yang memiliki 2 (dua) batas, yaitu batas tertinggi dan batas

terendah, sehingga hakim dapat memilih hukuman yang paling adil
- seperti ta'zir
d. Sanksi yang ditinjau dari segi sasaran hukum, hukuman dibagi menjadi 4

(empat) vaitu :

1) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan
manusia seperti jilid.

2) Hukuman yang dikenakan kepada jiwa seperti hukuman mati

3) Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia seperti
hukuman penjara dan pengasingan.

4) Hukuman harta, yaitu hukuman yang udikenaican kepada harta seperti
diyét, denda dan perampasan.?’

Akan tetapi keragaman hukuman yang ada tidak hanya sebatas itu
saja, scbab M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah Ali juga
menggolongkan hukuman menjadi 2 (dua) macam yaitu
1) al-‘ugqibar al-asliyyah, yaitu hukuman asal yang telah ditentukan oleh

syara.

2) al-'ugitbat al-badaliyyah, yaitu hukuman sebagai pengganti asli yang
telah ditetapkan oleh syara seperti membayar 100 ekor unta sebagai
pengganti hukuman bagi laki-laki yang membunuh seseorang tanpa
hzk dengan sengaja setelah mendapat ampunan dari keluarga pihak

terbunuh. *?

* A. Djazuli, Op. Cit, hlm. 28-30.

™ M. Abdul Mujicb dkk, Kanrus Istilah Figh, (fakarta: Pustaka Firdaus, 1997), him. 399,
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Dari berbagai jenis penggolongan di atas, maka kalau dilihat
secara seksama tidak ada perbedaan yang signifikan, sehingga penulis
dapat merumuskan hukuman yang pada intinya mengandung 2 (dua) hal
yaitu hukuman yang secara tekstual terdapat dalam al-Qurian dan
al-Hadits seperti hudid, kifdrat dan fazir serta diyat dan hukuman yang
tidak tertuang dalam al-Qur’an dan al-Hadits, yang sering disebut dengan
ta’zir. Dimana jarimah hudid bisa berpindah menjadi jarimah ta'=ir

apabila ada keraguan.

B. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif
1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), merupakan terjemahan dari istilah Belanda strafbaar feit yang
kemudian dipakai untuk menyebutkan apa yang dikenal dengan istilah tindak
pidana.” [stilah-istilah lain yang maksudnya strafbaar feit dalam perundang-
undangan hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan
yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran
pidana*®

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan negara tidak
diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan

strafbaar feit, sehingga dalam hal ini timbulah berbagai pendapat mengenai

# Adami Chawazi, Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), him. 67,

* Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana (Asas-asas Hukum Pidana Sampai Alasan Peniadaan
Pidana), (Bandung: Arimco, 1995), him. 111.




pengertian strafbaar feit yang dikemukakan oleh para ahli hukum, di antaranya

yaitu ;

a. Pompe, menyatakan bahwa tindak pidana adalah sebagai tingkah laku
yang dalam ketentuan Undang-Undang dirumuskan sebagai sesuatu yang
dapat dipidana.

b. Simons, mengartikan tindak pidana sebagai kelakuan yang diancam
dengan hukuman pidana yang bersifat melawan hukum yang
berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu
bertanggung jawab.

¢. Menurut Vos, tindak pidana diartikan scbagai tingkah laku yang oleh
Undang-Undang diancam dengan pidana, yaitu tingkai:l laku yang pada
umumnya dikenal (kecuali jika ada alasan penghapus pidana) dilarang
dan diancam pidana.

d. Wirdjono Prodjodikoro, merumuskan tindak pidana sebagai suatu
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan
pelakunya dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana.’'

e. Moeljatno, memberikan rumusan bahwa tindak pidana merupakan suatu
perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan
pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.’”

f. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa tindak

pidana dibagi menjadi dua macam unsur, Pertama, unsur subyektif, yaitu

* fbid, tim. 113.

** M. Sudrajat Bassar, Tindak-tindak Pidana Tertentu, (Bandung: Remadja Karya, 1986),
him. 2
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unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan
dengan diri si pelaku. Kedua, unsur obyektif, yaitu unsur-unsur yang ada
hubungannya dengan keadaan-keadaan dari si pelaku.*

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, bahwa yang
dimaksud dengan tindak pidana atan strafbaar feit adalah suatu perbuatan
yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, dimana peraturan
hukum telah melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut serta mengancam
pelanggaran tersebut dengan sanksi pidana yang telah dirumuskan dalam
peraturan perundang-undangan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur tindak pidana belum ada kesatuan pendapat
dari para Sagana Hukum, dalam hal ini ada 2 (dua) golongan yang
mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, yaitu golongan monistis dan
golongan dualistis.* Di antara para sarjana yang menganut golongan monistis
antara lain yaitu :

a. Simons memberikan rumusan unsur-unsur tindak pidana (stafbaar feir)
sebagai berikut ;
1) Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat
atau membiarkan).

2) Diancam dengan pidana

* P.AF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1984),
him. 183-134. é

* Heni Susilaningrum, Tindak Pidana Pornografi Oleh Anak Di Bawah Umur, (Fakultas
Hukum UNSOED Purwokerto, 1998), him. 16.




36

3) Melawan hukum
4) Dilakukan dengan kesalahan
5) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab
Menurut Simons bahwa dari unsur-unsur tindak pidana ada unsur-
unsur obyektif dan subyektif, di antara unsur-unsur yang bersifat obyektif
yaitu :
1) Perbuatan orang
2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
3) Mungkin ada keadaan tertentu untuk menyertai perbuatan itu seperti
dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.
Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang l;ne:sifat subyektif
yaitu:
1) Orang yang mampu bertanggung jawab
2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa)
. Hamel merumuskan unsur-unsur tindak pidana atau strafbaar feit sebagai
berikut :
1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang
2) Bersifat melawan hukum
3) Dilakukan dengan kesalahan, dan
4) Patut dipidana |
Mezger, bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah :

1) Perbuatan dalam arti luas dari manusia (aktif atau membiarkan)




2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif)
3) Dapat dipeﬂaﬁgglmgjawabkan kepada seseorang
4) Diancam dengan pidana

d. Baumman menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :
1) Perbuatan yang memenuhi umusan delik
2) Bersifat melawan hukum dan
3) Dilakukan dengan kesalahan.’

Dari beberapa rumusan unsur-unsur tindak pidana di atas, bahwa
aliran monistis melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana, yang
semuanya merupakan sifat dari perbuatan, sehingga dgpat disimpulkan bahwa
pada intinya golongan monistis mengungkapkan ba.h\a;a tindak pidana
merupakan kesatuan yang merujuk pada perbuatan dan pertanggungjawaban
si pelaku sekaligus.

Sementara unsur-unsur tindak pidana menurut golongan dualistis,
antara lain menurut :

a. Moeljatno, bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :
1) Perbuatan (manusia)
2} Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (secara formil)
3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

b. Menurut Sudarto syarat untuk adanya pemidanaan dalam perbuatan

pidana adalah :

¥ fbid, him. 17.
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1) Perbuatan
a) Memenuhi rumusan Undang-Undang
b) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
2) Orang
a) Adanya unsur kesalahan, yang meliputi :
(1) Mampu bertanggung jawab
(2) Dolus maupun Culpa (tidak ada alasan pemaaf)

Menurut Moeljaino bahwa pandangan dualistis ini membedakan
antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang, sejalan
dengan itu pula adanya pemisahan antara pengertian perbuatan pidana
(criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (crimr'nm; responsibility).’®
Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa golongan dualistis memisahkan
secara tegas antara pengertian tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana,
schingga golongan dualistis melepaskan unsur kesalahan dari segi
perbuatannya dan memasukkan ke dalam segi sipembuat.

Sementara menurut Jonkers dan Utrecht lebih memandang bahwa
rumusan  Simons merupakan rumusan yang lengkap, karena dalam hal ini
meliputi bentuk perbuatan yang diancam dengan pidana oleh hukum,
bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang
itu dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.®’

Dari beberapa rumusan yang dikemukakan oleh golongan monistis

dan golongan dualistis, maka dapat diketahui bahwa unsur yang terpenting

* Ihid, him., 18,

3! Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), him. 8.




dari unsur-unsur tindak pidana adalah adanya perbuatan, terdapat hubungan
sebab akibat, suatu perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan dari
sipelaku dan sipelaku tersebut mampu mempertanggung jawabkan
perbuatannya tersebut.

3. Macam-macam Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP bahwa perbuatan-perbuatan tindak pidana
dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan (misdrijven) yang termuat dalam buku II
KUHP dan pelanggaran (overtredingen) yang termuat dalam buku III
KUHP.™

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tdak
memberikan penjelasan tentang kriteria yang digunakan untuk membedakan
antara kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi kriteria untuk membedakan
kedua macam tindak pidana kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas
perbedaan prinsipil.**

Dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa antara kedua macam
tindak pidana kejahatan dan pelangparan terdapat perbedaan yang sifatnya
kualitatif, yang mana ukuran ini akan diperoleh dua macam tindak pidana
atau delik sebagai berikut :
ell. Rechtdelicten, yaitu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan

keadilan, terlepas apakah perﬁuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-

Undang atau tidak. Jadi hal ini adalah sesuatu yang benar-benar dirasakan

*¥ Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, (Bandung: Eresco, 1980),
him. 4.

¥ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rincka Cipta, 1993), him. 71.
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oleh masyarakat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan keadilan,
misalnya seperti pembunuhan, pencuran dan sebagainya, sehingga
delik-delik semacam ini dapat disebut dengan kejahatan atau mala parse.

b. Wetsdelicten, yaitu suatu perbuatan yang oleh umum atau masyarakat,
baru disadari scbagai suatu tindak pidana atau delik, karena Undang-
Undang menyebutnya sebagai delik. Jadi karena ada Undang-Undang
yang menyebutnya sebagai delik dan mengancamnya dengan pidana
seperti memarkir mobil disebelah kanan jalan dan sebagainya. Delik-delik
semacam ini discbut dengan pelanggaran atau mala guia prohibita.*

Selain kedua macam delik yang telah disebutkan di atas, bahwa di
dalam teori dan praktek perundang-undangan dikenal juga c.lelik-delik sebagai
berikut :

a. Delik formil dan delik materiil

Delik formil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada
perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya
perbuatan yang seperti tercantum dalam rumusan delik, misalnya tentang
pencurian (pasal 362 KUHP) dan penghasutan {pasal 160 KUHP).

Delik materiil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan
kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai
apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, sehingga kalay
belum maka hanya ada percobaan, misalnya tentang penipuan (pasal 378

KUHP) dan pembunuhan (pasal 338 KUHP).

* R. Saesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Pidana Dan Delik-delik Khusus,
(Bandung: Karya Nusantara, 1984), him. 19.




41

b. Delik commissionis, delik ommissionis dan delik commissionis per
ommissionis commissa

Delik commissionis yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap
larangan yang ada dalam Undang-Undang, misalnya pencurian (pasal 362
KUHP) dan penipuan (pasal 378 KUHP).

Delik ommissionis yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap
perintah, misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan
(pasal 522 KUHP) dan tidak menolong orang yang memerlukan
pertolongan (pasal 531 KUHP).

Delik oommissionis per ommissionis commissa yaitu delik yang
berupa pelanggaran, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat,
misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memben air
susu (pasal 340, 341 KUHP) dan seorang penjaga wissel yang
menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan
wissel (pasal 194 KUHP).

¢. Delik dolus dan delik culpa

Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya
pasal 187, 197, 245, 310, 338 KUHP.

Delik culpa yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu
unsur, misalnya pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359 KUHP.

d. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal yaitu delik yang pelakunya telah dapat dihukum
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dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang Undang-
Undang.

Delik berganda yaitu delik yang pelakunya hanya dapat dihukum
menurut suatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah
berulang kali melakukan tindakan yang sama dilarang oleh Undang-
Undang, misalnya penadahan sebagai kebiasaan (pasal 481 KUHP).

e. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri-
ciri bahwa keadaan yang terhalang itu berlangsung terus, misalnya
merampas kemerdekaan seseorang (pasal 33 KUHP).

Delik yang tidak berlangsung terus yaitu delik- vang terdiri dari
satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang
bertentangan dengan norma.

f. Delik aduan dan bukan delik aduan

Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dapat
dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, misalnya
penghinaan (pasal 310 KUHP) dan perzinahan (pasal 284 KUHP).

Delik yang bukan aduan adalah jenis delik yang dapat dituntut
tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Delik aduan menurut sifatnya
dibedakan menjadi dua )faitul :

1) Delik aduan absolut, yaitu delik yang menurut sifatnya hanya dapat




dituntut berdasarkan pengaduan, misalnya pasal 284 KUHP, pasal 310
KUHP dan pasal 322 KUHP.

2) Delik aduan relatif, yaitu suatu delik yang menurut sifatnya disebut
relatif, karena dalam delik ini terdapat hubungan istimewa antara
si pembuat dengan orang yang dirugikan, misalnya mengenai
pencurian dalam keluarga (pasal 367 KUHP).

g. Delik sederhana, delik dengan pemberatan dan delik dengan keadaan-
keadaan yang meringankan.

Delik sederhana yaitu delik-delik dalam bentuk pokok sepert
yang telah dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang. Delik sederhana
misalnya penganiayaan (pasal 351 KUHP) dan pem;urian (pasal 362
KUHP).

Delik dengan pemberatan yaitu delik-delik dalam bentuk yang
pokok yang didalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan,
maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat, misalnya
penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal
351 ayat (2) dan (3) KUHP) dan pencurian pada waktu malam hari (pasal
363 KUHP).

Delik-delik dengan keadaan yang meringankan yaitu delik-delik
dalam bentuk yang pokok, Eare:na didalamnya terdapat keadaan-keadaan

yang meringankan, maka hukuman yang diancam diperingan.

h. Kejahatan ringan

Kejahatan ringan yaitu kejahatan yang dalam KUHP diatur dalam
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pasal-pasal 364, 373, 375, 482, 384, 352, 302 ayat (1), 315, 407 KUHP."
4. Sanksi Tindak Pidana Menurut Hukum Positif

Secara umum dapat dilihat bahwa hukum secara materiil merupakan
seluruh aturan atau tingkah laku berupa norma atau kaidah, baik tertulis
maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam
masyarakat yang harus ditaati oleh sctiap anggota masyarakatnya
berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum tersebut. Sedangkan secara
formal hukum adalah kehendak ciptaan manusia berupa norma-norma yang
berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku, tentang apa yang boleh dilakukan
dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan dianjurkan
untuk dilakukan,*?

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pengertian hukum, maka akan
penulis kemukakan beberapa pendapat para ahli hukum, antara lain sebagai
berikut :

a. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang
mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh
anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari
pihak pemerintah dan masyarakat,

b. Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan
petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari
kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan
kemana harus diarahkan.

Y tbid, him. 23-26.

*? Chainur Arrasjid, Dasar-dasar Hmu Hekum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 21,
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¢. Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh
badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku
manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap aturan-
aturan tersebut akan berakibat diambilnya suatu tindakan hukuman.

d. Kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang
[bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku.

Dari beberapa definisi tentang hukum di atas, maka disini tampaklah
bahwa hukuman meliputi kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat
yang menyangkut hidup dan kehidupan manusia agar hidup teratur serta
merupakan pedoman atau patokan sikap tindakan atau perilaku yang pantas
dalam pergaulan hidup antar manusia. Oleh karena ifu dari beberapa definisi
hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum terdiri atas unsur-unsur
peraturan yang bersifat memaksa dan sebush perangkat peraturan yang
mempunyai sanksi tegas dan nyata.

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
telah dijelaskan, bahwa sanksi atau hukuman adalah perasaan tidak enak
(penderitaan, sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan ponis kepada
orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana* Oleh karena ita
bahwa sanksi atau hukuman yang biasa dijatuhkan guru kepada murid atau
hukuman tata tertib yang diberikan oleh seseorang pejabat pemerintah kepada
bawahannya yang melanggar tata tertib jabatan tidak termasuk dalam
pelanggaran Undang-Undang Hukum Pidana.

C 1bid, hlm. 22.

* R. Sugandhi, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penfelasannya, (Surabaya:
_szha Nasional, 1981), hlm, 12.
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Dari penjabaran tentang pengertian sanksi atau hukuman di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya sanksi atau huokuman
adalah sebagal suatu pembalasan, untuk memberikan rasa takut agar orang
tidak melakukan kejahatan, memperbaiki orang vang telah melzkukan
kejahatan dan untuk mempertahankan tata tertib kehidupan bersama.

. Jenis Dan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Dalam Hukum Positif

Mengenai jenis sanksi tindak pidana dalam hukum pesitif, pada
dasarnya telah diatur dalam buku [ KUHP dalam bab ke 2 dar pasal 10
sampal pasal 43, yang kemudian juga diatur lebih jauh mengenzi hal-hal
tertentu dalam beberapa pertauran, diantaranya yaitu :

l. Reglemen penjara (Stb 1917 No. 708) yang telah diubah dengan
(LN 1948 No. 77)

2. Ordonasi pelepasan bersyarat (Stb 1917 No. 749)

3. Reglemen pendidikan paksaan (Stb 1917 No. 741)

4. UU No. 20 Th 1946 tentang pidana tambahan,*

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa jenis-
Jenis sanksi tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan
pidana tambahan.* Untuk pidana pokok meliputi :

|. Pidana mat;

2. Pidana penjara

3. Pidana kurungan

4. Pidana denda

5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Th 1946).

Sedangkan untuk pidana tambahan melipudi :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

® Ibid, him.25.

* Andi Hamzah, Op. Cit., hlm 175.




BAB I

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI

TERDAKWA ANAK DI BAWAH UMUR

A. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana (&l 4 .11

Pertanggungjawaban pidana dalam syari’at Islam adalah pembebanan
sescorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang
dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui
maksud dan akibat dari perbuatannya itu.'

Dalam bab II telah dijelaskan mengenai unsur-unsur tindak pidana
yaitu unsur formil, materiil dan moril. Sebagaimana telah disebutkan bahwa
unsur moril adalah sebagai salah satu bagian dalam setiap terjadinya suatu
tindak pidana, oleh karena itu dalam syari’at Islam suatu pertanggungjawaban
pidana harus didasarkan pada tiga hal yaitu :

a. Adanya perbuatan yang dilarang
b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan

c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.*

' Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,
2004), him. 74. :

? Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000),
him.175.
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Dari apa yang telah disebutkan di atas bahwa apabila terdapat tiga hal,
maka terdapat suatu pertanggungjawaban pidana dan apabila tidak terdapat
maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban pidana.

Adanya pembebasan pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada
Hadits Nabi dan al-Qur’an, hal ini telah dijelaskan dalam hadits Nabi yang
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud sebagai berikut :

@l o8 35 o Rader B UIU Ogyle s i Wl daiiyh oo Ol LB
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Antinya: “Dari ‘Aisyah ra. la berkata: telah bersabda Rasulullah SAW:
dihapuskan ketentuan dari tiga hal: dari orang tidur sampai ia
bangun, dari orang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil
sampai fa dewasa”,

Sementara dalam al-Qur’an surat al-Nahl ayat 106 juga disebutkan

tentang orang yang dipaksa yaitu :

Jﬁﬁ'qCﬁwgﬁjaujqa;ahuiju;\ymuu_u.xqanfnu.!,ssy
(O + iy i VS @by B o (ot gglad 1 ys

Artinya: “Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah ia iman, kecuali
- orang yang dipaksa sedangkan hatinya masih tetap iman, tetapi
orang yang terbuka dadanya kepada kekafiran, maka atas mereka

amarah Allah dan baginya siksaan yang besar o

Dari apa yang telah disebutkan dalam al-Hadits maupun al-Qur'an di

atas, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu pertanggungjawaban atau

3 Abu Daud, Musnad Abu Daud Juz 11, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), him. 345.

* Depag RI, Al~Qur ‘an Al-Karim Dan Terjemahnye, (Semarang; Toha Putra, 1996), him. 223.
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al-Mas 'uliyah al-Jindiyyah bagi orang gila, anak yang masih di bawah umur,
orang yang dalam keadaan terpaksa ataupun dipaksa.
2. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana atau Hukuman
Suatu pertanggungjawaban pidana dapat terhapus karena adanya hal-
hal yang berhubungan dengan perbuatan itu sendiri atau karena bal-hal yang
berubungan dengan keadaan si pembuat. Olch karena itu tidak semua
perbuatan yang melawan hukum dapat dikenakan suatu sanksi atau hukuman.
Adapun mengenai terhapusnya pertanggungjawaban atau terhapusnya
hukuman terhadap pelaku tindak pidana karena adanya sifat (keadaan)
tertentu pada diri si pelaku, bukan pada perbuatannya. Di antara keadaan-
keadaan (sebab-sebab) tersebut adalah sebagai berikut: |
a. Paksaan
Khudhari Bek seperti yang dikutip oleh Rahmat Hakim,
memberikan definisi paksaan sebagai perbuatan yang menyuruh orang
lain berbuat scsuatu yang tidak disenanginya, baik berupa perbuatan atau
perkataan yang seandainya dibiarkan (tidak disuruh) tidak akan
dilakukannya. Sayid Sabiq mendefinisikan paksaan sebagai memaksa
seseorang atas sesuatu dengan disertai ancaman akan membunuh,
memukul, memenjarakan, melenyapkan harta, kesaksian yang keras atau
kepedihan yang kuat’ Sementara Abdul Qadir ‘Audah memberikan

definisi paksaan sebagai berikut :

* Rahmat Hakim, Op. Cit., hlm. 189.
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Artinya: “Paksaan adalah suatu perbuatan vang dilakukan oleh
seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilanglah
kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya. Atau paksaan
adalah suatu perbuatan yang timbul dari orang yang memaksa
dan menimbulkan pada diri erang yang dipaksa suatu keadaan
yang mendorong dirinya untuk mengerfakan perbuatan yang
dimintakan kepadanya. Atau paksaan adalah ancaman oleh
seseorang atas orang lain dengan seseuatu yang tidak
disenangi untuk mengerjakan sesuatn sehingga karenanya
hilang kerelaanya”®

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat
diambil kesimpulan bahwa paksaan adalah suatu upaya yvang dilakukan
olch seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar ia melakukan apa
yang diinginkan olehnya (pemaksa) dengan memnggunakan ancaman,
schingga dengan adanya ancaman tersebut pihak yang dipaksa tidak
mempunyai pilihan lain, kecuali mengerjakan apa yang diinginkan oleh
pihak yang memaksa.

Macam-macam paksaan dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan, yaitu
paksaan yang dikhawatirkan akan menghilangkan nyawa. Paksaan ini
disebut paksaan absolut.

2) Paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak sampai merusak

pilihan, yaitu yang menurut kebiasaan tidak dikhawatirkan akan

® Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit, him. 1i8.




mengakibatkan hilangnya nyawa, seperti dipenjarakan atau diikat
untuk waktu yang tidak lama atau pukulan ringan. Paksaan ini disebut

dengan paksaan relatif .’

Untuk terwujudnya paksaan maka diperlukan beberapa syarat,
p.e:ram;::, ancaman yang menyeriai paksaan adalah berat sehingga dapat
menghapuskan kerelaan seperti membunuh, pukulan berat dan
sebagainya. Kedua, apa yang diancamkan adalah seketika yang mesti
(hampir) terjadi jika orang yang dipaksa tidak melaksanakan keinginan si
pemaksa. Kalau tidak seketika maka tidak ada paksaan, karcna orang
yang dipaksa mempunyai kesempatan untuk melindungi dirinya dan tidak
ada dorongan kuat untuk scgera berbuat. Kefiga, orang yang dipaksa
mempunyai  kesanggupan  (kemampuan) unfuk  melaksanakan
ancamannya, meskipun dia bukan penguasa atau petugas tertentu, sebab
yang menjadi kesanggupan adalah kesanggupan sebenamya. Keempat,
ada dugaan yang kuat pada diri orang yang dipaksa, bahwa apabila tidak
memenuhi tuntutannya apa yang diancamkan itu benar-benar akan terjadi
jika ia tidak memenuhi tuntutannya.®

Tentang hukum paksaan dapat berbeda-beda menurut perbuatan
yang terjadi. Dalam hal ini perbuatan tersebut dapat dikelompokan

menjadi tiga seperti:

7 A. Hanafi, 4ras-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), him. 354.

% Ibid, hlm. 356-357.
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1) Perbuatan yang tidak dapat dipengaruhi paksaan sama sekali. Artinya
perbuatan  tersebut tetap dianggap sebagai jarimah seperti
pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan terhadap seseorang
dapat menyelamatkan dirinya, sehingga dirinya dapat terhindar dari
perbuatan dan ancaman pemaksa

2) Perbuatan yang diperbolehkan sama sekali karena adanya paksaan.
Artinya perbuatan tidak dianggap sebagai jarimah seperti perbuatan
yang berhubungan dengan masalah makanan dan minuman yang
dibaramkan. Misalnya makan bangkai, babi, minum darah dan
barang-barang najis

3) Perbuatan yang diperbolchkan sebagai pengecualian. Artinya
perbuatan tidak dianggap sebagai jarimah, tetapi pelakunya tidak
dikenakan hukuman seperti gazdaf (penuduhan zina), penghinaan,
pencurian dan merusak harta milik orang lain.’

b. Mabuk
Syari’at Islam melarang minuman keras baik sampai
mengakibatkan mabuk maupun tidak. Dalam kelompok tindak pidana
atau jarimah bahwa minuman keras atau Syirbul Khamr termasuk tindak
pidana atau jarimah hudud yang ancamannya adalah delapan puluh kali

cambukan. '’

? Ibid., hlm 358.

'* Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit., hlm, 129,
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Mengenai pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh
orang yang mabuk, maka menurut pendapat yang kuat dari kalangan
empat madzhab figh adalah bahwa orang yang mabuk tidak dijatuhi
hukuman atas jarimah-jarimah yang diperbuatnya, jika ia dipaksa
(terpaksa) minum atau meminumnya atas kehendak sendiri tetapi ia tidak
mengetahui keadaan sebenamya tentang apa yang diminumnya atau ia
minum-minuman keras untuk berobat tapi kemudian memabukannya,
sebab orang yang mabuk tersebut ketika melakukan perbuatannya sedang
hilang akal fikirannya dan dengan demikian maka hukumnya sama
dengan orang gila atau orang tidur.

Adapun orang yang minum-minuman keras karena kemauan
sendiri tanpa sesuatu alasan atau meminumnya sebagai obat yang
sebenarnya tidak diperlukan kemudian ia mabuk, mzka ia
bertanggungjawab atas setiap jarimah yang diperbuatnya selama ia
mabuk, sebagai tindakan pengajaran baik disengaja atau tidak disengaja,
karena ia telah menghilangkan akalnya oleh dirinya sendiri.'!

c. DiBawah Umur

Dalam syari’at Islam, pertanggungjawaban tindak pidana
didasarkan atas dua perkara yaitu kekuatan berfikir (idrak) dan pilihan
(r‘khﬁdr).u Sehubungan déngan kedua hal tersebut di atas, maka

kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan

"' A_ Hanafi, Op. Cit,, hlm. 353.

'* Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit., him. 126.
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masa yang dilaluinya dalam kehidupannya semenjak ia dilahirkan sampai
ia memiliki kedua perkara tersebut,

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang
sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa, di antaranya yaitu :
1) Masa tidak adanya kemampuan berpikir penuh (idrak)

Masa ini dimulai sejak dilahirkan sampai pada usia tujuh
tahun, Pada masa ini scorang anak dianggap tidak mempunyai
kemampuan berfikir, menurut kesepakatan para fuqaha bahwa
perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak di bawah tujuh tahun
tidak dijatuhi hukuman pidana atau sebagai pengajaran.

2) Masa kemampuan berfikir yang lemah

Masa ini dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai
kedewasaan (baligh) dan kebanyakan fugaha membatasinya dengan
usia lima belas tahun. Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan
kepada usia delapan belas tahun, sehingga menurutnya bahwa seorang
anak tidak dikenakan hukuman atas jarimah-jarimah yang
diperbuatnya, akan tetapi ia bisa dijatuhi pengajaran,

3) Masa kemampuan berfikir penuh

Masa ini dimulai sejak sescorang anak mencapai usia
kecerdikan atau denganl perkataan lain setelah mencapai usia lima
belas tahun, pada masa ini sescorang dikenakan hukuman atas

jarimah-jarimah yang diperbuatnya."?

B fbid, hlm. 133-134.
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d. Gila

Orang gila tidak bisa dikenai sanksi atau hukuman pidana apabila
melakukan kejahata, karena ia tidak menyadari perbuatannya. Dalam
bahasa arab hilangnya kekuatan berfikir disebut juniin dalam artinya yang
luas, yakni mencakup-mencakup keadaan yang lain yang dipersamakan
dengan gila seperti dungu (al-‘ithiy) dan semua jenis penyakit kejiwaan
yang sifatnya menghilangkan kemampuan berfikir (idrak)."!

Apabila hal tersebut di atas menyertai perbuatan jarimah (yakni
ketika memperbuat jarimah perbuatannya sudah gila), maka pembuatnya
dibebaskan dari sanksi atau hukuman karena orang semacam itu tidak

mempunyai kekuatan berfikir. Dalam keadaan gila tidak menjadikan

sesuatu jarimah tidak berlawanan dengan hukum, melainkan hanya
menghapuskan hukuman dari pembuatnya."

Jenis-jenis penyakit gila dan keadaan-keadaan lain yang sejenis,
baik yang menghilangkan seluruh kekuatan berfikir maupun sebagainya
dapat dibagi menjadi empat yaitu:

1) Gila terus menerus, yaitu suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat
berfikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun yang
datang kemudian. Dikalangan fugaha gila semacam ini disebut dengan

al-Juniin al-Muthbag/ muthlag

W Ibid, hlm. 127.

'S A. Hanafi, Op. Cit., hlm. 413.
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Gila berselang, orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat
berfikir, tetapi tidak terus menerus. Apabila keadaan tersebut
menimpa seseorang, maka ia kehilangan pikirannya sama sekali dan
apabila keadaan tersebut telah berlalu (hilang) maka ia dapat berfikir
sama sekall. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana pada gila
terus menerus hilang sama sekali. Sedangkan pada gila berselang ia
tetap diberi pertanggungjawaban ketika ia dalam keadaan sehat

Gila sebagian, dalam gila sebagian menyebabkan seseorang tidak
dapat berfikir dalam perkara-perkara tertentu, sedang dalam perkara-
perkara lain ia masih tetap dapat berfikir sehingga ia tetap dibebani
pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat berfikir ia
bebas dari pertanggungjawaban pidana

Dungu (al-Ithu), yaitu orang yang sedikit pemahamannya, bercampur
baur pembicaraannya dan tidak beres tindakannya, baik sejak lahir
maupun sesudahnya karena suatu penyakit,'®

Pengaruh gila terhadap pertanggungjawaban pidana tidak sama,

hal ini tergantung kepada perbuatan apakah gila tersebut menyertai

Jarimah atau datang sesudahnya, oleh karena itu maka:

I} Hukum gila yang menyertai jarimah (yakni ketika berbuat jarimah

perbuatannya sudah gila), maka perbuatannya dibebaskan dari hukum

karena ia tidak mempunyai kekuatan berfikir. Keadaan gila ini tidak

' Ibid, hlm.374-375.
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menjadikan  suatu  jarimah  dibolehkan, melainkan hanya
menghapuskan hukuman dari pembuatnya,

2) Hukum gila yang datang sesudah dilakukannya jarimah, apabila
belum ada keputusan hakim dan sesudah adanya keputusan hakim,
maka:

(a) Gila sebelum ada keputusan hakim
Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, gila yang timbul
sebelum ada keputusan hakim tidak dapat menghalangi dan
menghentikan pelaksanaan pemeriksaan pengadilan. Alasannya
adalah karena adanya taklif (kecakapan bertindak) hanya
disyaratkan pada waktu melakukan jarimah.

(b) Gila sesudah adanya keputusan hakim
Apabila sesudah ada keputusan hakim orang yang terhukum
menjadi gila, maka menurut Imam syafi’i dan Imam Ahmad
pelaksanaan hukuman tidak dapat dibentikan, kecuali apabila
jarimah adalah jarimah hudtd sedang pembuktiannya hanya

dengan pengakuan terhukum semata-mata.'’

B. Perfanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Positif
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana
Sebagaimana diketahui bahwa untuk adanya pertanggungjawaban
pidana diperlukan syarat bahwa pelaku tindak pidana mampu

bertanggungjawab. ~ Jadi disini tidaklah mungkin sescorang dapat

7 fbid, him. 384-386.
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dipertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila ia tidak mampu
bertanggungjawab.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada atau tidak
memberikan rumusan secara tegas tentang pengertian  kemampuan
bertanggungjawab.'® Rumusan secara legas tentang kemampuan bertanggung
Jawab hanya dapat dilihat kriterianya saja, dalam hal ini dapat dilihat dalam

pasal 44 KUHP yang menyatakan :

2. Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya
cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit tidak

- dipidana,

b. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung
jawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam
tubuhnya atau karena terganggu penyakit, maka hakim dapat
memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah
sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai masa percobaan.

¢.  Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah
Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri."?

2. Hapusnya Hukuman Tindak Pidana Dalam Hukum Positif
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disebutkan
alasan-alasan yang dapat menghapuskan hukuman terhadap tindak pidana
Secara umum yaitu berlaku terhadap scluruh perbuatan pidana. Menurut
moeljatno dalam teori hukum pidana bahwa alasan penghapusan hukuman
bagi pelaku tindak pidana dapat dibedakan menjadi ti ga diantaranya yaitu ;
a) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum

** Moeljatno, Asas-asas Hukuni Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 165.

" R. Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP} dan Penjelasannya, (Surabaya:
Usaha Nasional, 1980), him. 50.
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jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana karena
tidak ada kesalahan. Misalnya seorang polisi yang melihat isterinya
melakukan zina dengan laki-laki lain, kemudian mencabut pistol yang
dibawanya lalu menembak laki-laki itu hingpa ia meninggal, maka polisi
1tu tidak dapat dihukum karena perbuatannya tersebut.

b) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan
hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu
menjadi perbuatan yang patut dan benar. Misalnya ada seorang pencuri
yang akan mengambil barang orang lain atau pencuri yang ketahuan
ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang
itu dengan senjata tajam, maka dalam keadaan ini boleh melawan untuk
mempertahankan diri dari orang yang akan mencuri.

¢) Alasan penghapusan hukuman, maksud dari adanya alasan penghapusan
tuntutan yaitu karena adanya kepentingan umum, sehingga kalau
pelakunya tidak dituntut tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat
dijatuhi pidana.®® Misalnya seorang anggota Brimob yang sedang

beroperasi kemudian oleh komandannya diperintahkan untuk menembak

orang sampai mati, maka orang yang menembak tidak dapat dihukum
karena dalam hal ini ia menjalankan tugasnya sebagai seorang bawahan,
ketentuan ini juga berlaku bagi seorang anak kecil yang kedapatan
melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman karena

perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

* Moeljatno, Op. Cit, hlm. 137.
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Dari ketiga hal tersebut di atas, bahwa adanya alasan pemaaf tertuang
dalam pasal 49 ayat (2), alasan pembenar pasal 49 ayat (1) dan alasan
penghapusan hukuman pasal 51 ayat (2).!

Adapun alasan-alasan penghapusan hukuman terhadap pelaku tindak
pidana adalah sebagai berikut:

a) Daya Paksa (Overmacht)

Dalam hal ini bahwa daya paksa yang dapat dilawan adalah
kekuasaan yang lebih besar, yaitu kekvasaan yang pada umumnya tidak
mungkin dapat ditentang. Mengenai kekuasaan dapat dibedakan menjadi
tiga macam, sebagaimana yang tersebut dibawah ini:

1} Yang bersifat mutlak, dalam hal ini orang tidak dapat berbuat lain, ia
mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakannya dan
tidak mungkin memilih jalan lain. Misalnya seseorang yang
dilemparkan ke jendela kaca sehingga memecahkan kaca jendela
orang lain,

2). Yang bersifat relatif, kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang

itu tidak mutlak atau tidak penub, sehingga orang yang dipaksa itu

masih mempunyai kesempatan untuk memilih mana yang akan

*! Pasal 49 ayat (2) Orang yang melampaui batas pembelaan yang perlu jika tindak pidana itu
dilakukan karena sangat panas hatinya, disebabkan oleh serangan itu, maka orang itu tidak dapat
dipidana. Pasal 49 ayat (1) Orang yang melakukan tindak pidana, yang terpaksa dikerjakannya untuk
mempertahankan dirinya atau diri orang lain, atau mempertahankan peri kesopanan atau harta benda
kepunyaannya sendiri atau orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam pada
ketika itw juga, maka orang itu tidak dapat dipidana. Pasal 51 ayat (2) Perintah jabatan yang diberikan
oleh pembesar yang tidak berhak, tidak membebaskan dari pidana, kecuali kalau dengan hati jujur
pegawai yang dibawahannya itu menyangka bahwa pembesar itu berhak akan memberi perintah itu
menjadi kewajiban pegawai yang di bawah perintah itu, lebih lanjut lihat R. Sugandhi, Op. Cit., hlm.
57-61.
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dilakukan. Misalnya seseorang yang ditodong untuk membakar
rumah,
3). Yang merupakan sesuatu keadaan darurat, pada keadaan darurat ini

orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana

mana yang akan dilakukan. Dalam hal ini orang yang mengambil
prakarsa ialah orang yang memaksa.*

Dari apa yang telah diuraikan di atas, bahwa mengenai daya
paksa (overmacht) juga dapat dilihat dalam pasal 48 KUHP yang
berbunyi :

“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak di
Pidana”.” |
b) Anak Di Bawah Umur Atau belum Dewasa

[stilah anak di bawah umur belum dirumuskan secara tegas dan
jelas dalam hukum positif Indonesia. Istilah anak di bawah umur hanya
menunjukan pada batasan usia tertentu, dalam peraturan perundang-
undangan istilah anak di bawah umur mempunyai pengertian yang
berbeda-beda.

Menurut pasal 45 KUHP bahwa anak di bawah umur telah

dirumuskan sebagai berikut:

Jika orang yang di bawah umur dituntut karena melakukan tindak
pidana ketika umurnya belum enam belas tahun maka hakim dapat :

# R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap
Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeria, 1998), him. 63.

= Moeljamo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), him. 23.




62

1). Memerintahkan supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada
orang tuanya atau walinya atau pemeliharanya dengan tidak
dijatuhkan sesuatu pidana.

2). Memenntahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada
pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana.

3). Menjatuhkan pidana bagi yang bersalah.*

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal

330 dirumuskan sebagai berikut “bahwa anak belum dewasa adalah

mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tah a3

sedangkan menurut UU. No. 4 th 1979 mengenai kesejahteraan anak
yang disebutkan dalam pasal [ ayat (2) bahwa “anak adalah seseorang
yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin™.*®

Dari rumusan pasal 45 KUHP di atas, penulis dapat menarik
kesimpulan bahwa hakim dalam memberikan batasan atau rumusan anak

di bawah umur atau anak yang belum dewasa adalah anak yang belum

mencapai usia enam belas tahun dan belum menikah. Sedangkan dalam

Undang-Undang memeperlakukan anak-anak yang telah berumur delapan

belas tahun sebagai orang dewasa.

Orang yang kurang sempurna akalnya, sakit berubah akalnya dan mabuk

Kategori ini adalah masuk ke dalam unsur materiil, dimana pada
waktu melakukan perbuatan tindak pidana orang tersebut dalam keadaan

harus sempurna akalnya, sakit berubah akalnya atau dalam keadaan mabuk

* R. Sugandhi, Op. Cit,, him, 51-52.

=51 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985),

him. 98.

% U No. 3 Tahun 1997, Undang-Undang Peradilan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997),

hlm, 52,




Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 44 KUHP ayat (1) dan (2) yang
berbunyi :

1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena
jiwanya cacat dalam tubuhnya (gebrefrige) atau terganggu
karena penyakit (ziekelijke storing) tidak dipidana.

2) Jika ternyata bahwa perbuatan terscbut tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena
jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit
maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu
dimasukan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun
sebagai waktu percobaan.”’

Dari alasan-alasan tersebut di atas, dapat ditank kesimpulan
bahwa sanksi atau hukuman dalam hukuman pidana tidak dapat
dijalankan apabila pada waktu seseorang melakukan tindak pidana dalam
keadaan daya paksa (overmacht), kurang sempurna akalnya, sakit
berubah akalnya, dalam keadaan mabuk dan anak yang masih dibawah

urmur atau belum dewasa.

* Moeljatno, Op. Cit,, hlm. 21-22.




BAB IV

ANALISIS TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA BAGI

TERDAKWA ANAK DI BAWAH UMUR

A. Sanksi Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana

Berbicara mengenai sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di
bawah umur nantinya terkait dengan unsur yang melatarbelakangi perbuatan,
dimana maksud dari unsur yang melatarbelakangi di sini adalah adanya unsur
subyektif.

Selain permasalahan di atas bahwa salah satu unsur terpenting yang
berkaitan dengan tindak pidana yaitu adanya unsur moril (a;t'-Rukn al-Adabi),
yaitu suatu unsur yang mensyaratkan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang
dapat menerima khithdb atau dapat memahami taklif, artinya pelaku jarimah
adalah mukallaf, sehingga dengan adanya ketentuan tersebut mereka nantinya
dapat dituntut atas kejahatan yang mereka Jakukan.'

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas bahwa semua tindakan hukum
yang dilakukan oleh orang mukallaf akan dimintai suvatu pertanggungjawaban
baik di dunia maupun di akhirat. [a akan mendapatkan pahala atau imbalan
apablila mengerjakan perintah Allah, begitu juga sebaliknya apabila mengerjakan
larangannya akan mendapatkan sﬂcsa atau resiko dosa karena melanggar

aturannya dan tidak memenuhi kewajibannya.

' A. Djazuli, Figh Jindyah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, (Jakarta: Rajawali
Press, 1996), him. 3.
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Dalam syari’at Islam bahwa orang yang terkena faklif adalah orang-orang
yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. menurut
ulama ushul bahwa dasar pembebanan hukum bagi orang mukallaf adalah akal
dan pemahaman, artinya bahwa seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia
berakal dan dapat memahami dengan baik takiif yang ditujukan kﬁpﬂdﬂﬂ}'ﬂ.z
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa taklif hanya diperuntukan bagi orang
yang dianggap cakap dan mampu untuk melakukan tindakan hukum.

Seorang mukallaf bisa dibebani taklif apabila telah memenuhi dua syarat
yaitu:

1. Telah mampu memahami khithdb syar'i (tuntutan syara) yang terkandung
dalam al-Qur’an dan al-Hadits baik secara langsung maup.run melalui orang
lain.

2. Harus mampu dalam bertindak hukum, schingga seluruh perbuatan orang
yang belum atau tidak mampu bertindak hukum tidak Disa
dipertanggungjawabkan, seperti anak kecil dianggap belum mampu bertindak
dalam hukum, sehingga tidak dapat dikenakan tuntutan syara’. Begitu juga
dengan orang gila tidak dapat dikenakan tuntutan syara karena kecakapannya
dalam bertindak hukumnya hilang serta orang yang pailit yang berada di
I;awah pengampuan (kagjr) dalam masalah harta dianggap tidak mampu
bertindak hukum karena kecakapan bertindak hukum mereka dalam masalah

harta dianggap hilan g.3

 Rahmat Syafe’i, Himu Ushul Figh, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), him. 335.

3 [bid, him. 336-338.
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Dalam wunsur moril (al-Rukn al-Adabi) syari’at hanya menjadikan
manusia yang hidup dan mukallaf sebagai objek pertanggungjawaban pidana,
schingga apabila ia mati maka gugurlah kewajiban-kewajiban yang dibebankan
kepadanya dan syari’at mengampuni anak-anak yang belum baligh (belum
mimpi)." Hal ini berlandaskan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Nur

ayat 59:

GRESEE 1) B R R LR TR I g PR E - Pi.u Jubyi aly 151
Artinya : “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh maka hendakiah

meminta izin seperti orang yang sebelum mereka... ">

Mengenai orang yang telah mampu dalam bertindak hukum dalam ushul
figh disebut dengan ahliyah yang secara bahasa berarti kecakapan mengenai
suatu urusan.® Adapun pengertian ahliyah secara istilah adalah:

s Dbl U2 A esez)ld gl by & dds

Artinya : “Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i

untuk menentukan seseorang telah cakap dibebani tuntutan syara™.’

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa ahliyak adalah sifat yang

meni.mjukkan bahwa sescorang yang telah sempurna jasmani dan akalnya apabila

* Abdul Qadir ‘Audah, Al-Tasyri al-Jinai al-fsiami, Juz If, (Beirut: Dar al-Muassasah
al-Risalah, 1996), him. 382,

* Depag R, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 1996), hlm. 285,
® Rahmat syafe'i, Op. Cir., him. 339.

7 IBid
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melakukan suatu tindakan hukum dapat dikenai pertanggungjawaban atas
perbuatannya tersebut,

Namun demikian menurut para ulama ushul membagi ahliyah terbagi
dalam dua bentuk yaitu :
\. Ahlivah al-Ada’

Ahliyah al-Ada’ merupakan sifat kecakapan bertindak hukum
sescorang yang telah dianggap sempumna untuk mempertanggungjawabkan
seluruh perbuatannya baik yang bersifat positif maupun negatif. Di dalam
menentukan apakah seseorang telah memiliki ahlivak al-Ada’ atau belum
adalah dengan akalnya dan kecerdasan orang tersebut. Hal ini didasarkan
pada Firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa ayat 6: |

v bl gal @l gad SUILS ) gt gzl OB = 1S 1 gali13) g candl 1 shat g
(Vieledly

Artinya : “Dan wjilah anak yatim itu sampai mereka cakap untuk menikah,
kemudian jika menurut pendapatmu mereka cerdas (pandai
memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-
hartanya...”*

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa apabila seorang anak yatim yang
telah mencapai usia dewasa atau diketahui bahwa ia telah cerdas, maka ia
berhak atas hartanya yang sebelumnya dikelola oleh walinya.

Mengenai kecakapan berbuat hukum atau ahliyah al-Ada’ terdiri dari
tiga tingkatan, dimana setiap tingkatan tersebut dikaitkan kepada batas umur

scorang manusia. Di antara ketiga tingkatan tersebut pertama, ‘ddim al-

Ahliyah atau tidak cakap sama sekali, yaitu manusia semenjak lahir sampai

* Depag RI, Op. Cit,, hlm. 62.
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mencapai umur famyiz atau sekitar umur 7 tahun. Dalam batas umur ini
seorang anak belum sempurna akalnya atau belum berakal, sehingga semua
pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya tidak dapat dituntut secara
badani, hanya saja untuk menutupi kerugian pihak yang menjadi korban
kejahatannya dibebankan kepada hartanya atau harta orang tuanya. Kedua,
Ahlivah al-Ada’ Nagishah atau cakap berbuat hukum secara lemah yaitu,
manusia yang telah mencapai umur famyiz (kira-kira umur 7 tahun) sampai
batas dewasa. Dalam batas umur ini sebagian tindakannya dapat dikenai
hukum atau sanksi, adapun mengenai tindakan kejahatan yang dilakukannya
merugikan orang lain, maka ja dituntut dan dikenai .sanksi hukuman berupa
ganti rugi dalam bentuk harta. Kefiga, Ahliyah al-Ada’ Kr;"rmifah atau cakap
berbuat hukum secara sempurna, yaitu scorang yang telah mencapai usia
dewasa, schingga apabila seseorang belum mencapai umur tersebut maka
tidak dapat dikenakan suatu beban hukum atau takfif”
2. Ahliyah al-Wujib

Ahliyah al-Wujib yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima
hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh
kewajiban. Menurut ulama ushul figh yang digunakan dalam menentukan
;Iihi’iyah al-Wujiib adalah sifat kemanusiannya yang tidak dibatasi oleh umur,
kebalighan dan kecerdasan kafena sifat ini telah dimiliki oleh seseorang
semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia dan akan hilang dari sescorang

apabila orang yang bersangkutan meninggal dunia. Akan tetapi dalam hal ini

® Amir Syarifuddin, Ushul Figh I, (Jakarta: Wacana llmu, 1997), him. 359-360.
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para ulama membagi Ahliyah al-Wujiib menjadi dua bagian, pertama, Ahliyah
al-Wujith Néagishah yaitu anak yang masih dalam kandungan ibunya yang
sudah dianggap memiliki ahliyah al-wujib tetapi belum sempurna, sehingga
hal-hal yang ia terima belum bisa menjadi miliknya sebelum ia lahir kedunia
dengan selamat walaupun untuk sesaat. Kedua, Ahlivah al-Wujib Kéamilah
yaitu kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia
sampai dinyatakan baligh dan berakal sekalipun akalnya masih kurang seperti
orang gila, schingga dalam status ahliyah al-wujib (baik yang sempurna atau
tidak) seseorang tidak dibebani tuntutan syara’ baik yang sifatnya tindakan
hukum, ibadah mahdlah seperti shalat dan puasa."

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pencn-nmn mampu atau
tidaknya seseorang dalam bertindak hukum dilihat dari segi akalnya. Akan
tetapi para ulama telah sepakat bahwa berdasarkan hukum biologis akal
seseorang bisa berubah, kurang, bahkan hilang. Oleh karena itu mengenai
tipologi sebab-sebab penghapusan hukum dalam Islam dapat disebabkan oleh
hal-hal sebagai berikut:

1. ‘Awaridh al-Samdawiyah, yaitu halangan yang datangnya dari Allah bukan
disebabkan oleh perbuatan manusia, seperti gila, dungu, perbudakan,
mardh maut (sakit yang berlanjut dengan kematian), dan lupa. Dalam
keadaan seperti ini kecakapan hukum seseorang hilang sama sekali,

sehingga seluruh tindakan hukumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

'® Rahmat Syafe’i, Op. Cit,, hlm. 340-342,
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2. ‘Awaridh al-Muktasabah, yaitu halangan yang disebabkan oleh perbuatan
manusia, seperti mabuk, terpaksa, bersalah, berada di bawah pengampuan
dan bodoh. Sifat-sifat seperti ini sebenarnya tidak merubah Ahliyah al-

| Ada’ seseorang, misalnya orang yang berada di bawah pengampuan maka
tindakan hukumnya dalam masalah harta dibatasi demi kemaslahatan
dirinya dan hak-hak orang yang membayar hutang.’ Selain terpenuhinya
unsur ahliyah dalam mewujudkan suatu perbuatan dibutuhkan unsur
wildyah (kekuasaan/ kemampuan seseorang untuk mewujudkan
perbuatan),’? sehingga apabila ada ahliyah sempurna dan memiliki
wildyah maka sah, akan tetapi apabila tidak termasuk ahliyah yang
sempurna dan tidak ada wildyah dipandang batal sepc.rti orang gila dan
anak kecil."

Dari apa yang telah diuraikan di atas, kaitannya dengan sanksi tindak
pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka dapat diketahui
bahwa anak kecil atau anak di bawah umur, orang gila, orang yang dalam
keadaan terpaksa maupun dalam keadaan tidur tidak dapat dikenakan suatu
taklif, karena keadaan mereka dianggap tidak atau belum memahami dalil
syara’, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

G o o & W oo G gy ey il B (o B gy O (o o
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' Nasrun Haroen, Ushuf Figh I, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), him. 312-313.

2 Wahbah Zuhayly, Al-Figh al-Isiimi Wa ‘Adilfatuh, (Damaskus: Dar al_Fikr, 1998,
hlm. 139.

1* Rahmat Syafe’i, Figh Mucmalak, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), him. 57.
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Artinya : “Dari Ali r.a. bahwa Rasulalah SAW bersabda: kalam diangkat
dari tiga kelompok; dari anak kecil hingga ia baligh, dari orang

tidur hingga bangun dan dari orang gila hingga sembuh 2
Begitu juga mengenai sescorang yang melakukan tindak pidana
dalam keadaan terpaksa atau adanya daya paksa, maka tidak dipidana

Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

G of 3y B0 ey ade &) Lo &) Jgy JB B gyl 3 ) s
(4l ot ol g)) ade 1ga Satley DL 1y sl=3
Artinya : “Dari Abi Dzar al-Ghafari ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:
Sesungguhnya Allah SWT mencabut ketentuan hukum dari wmatku

yang melakukan perbuatan karena keliru, lupa dan dipaksa. ™ =

Berdasarkan ketentuan hadits di atas, maka dapat disimpulkan behwa
apabila terfjadi suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh
anak di bawah umur tidak dapat dikenai suatu pertanggungjawaban maupun
sanksi atas perbuatannya yang dilakukannya tersebut.

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Indonesia, ketentuan mengenai anak di bawah umur diatur dalam pasal 45, yang
berbunyi sebagai berikut:

Bahwa jika orang yang dituntut karena melakukan tindak pidana ketika

umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim memerintahkan anak

vang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau

"* Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Turmudzi dari Muhammad bin Yahya al-Qutha’i dari Bisri
bin Umar dari Hammam dari Qatadah dari al-Husain dari Ali. Lihat Sunan Al-Turmudzi., hlm. 685.

5 Hadits ini diriwayatkan oleh Tbnu Majah dari Ayyub bin Suwaid dari Abu Bakar al-Huzaily
dari Syarh bin Harsyab dari Abu Dzar al-Ghiffary dari Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu
Majah. Sunan fbnu Majah Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 642.
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pemeliharanya dengan tidak dijatuhi sesuatu pidana. Atau memerintahkan

supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak

dijatuhkan pidana, yakni jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau

pelanggaran yang tersebut dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514,

517-519, 526, 531, 532- 536 dan 540, serta tindak pidana itu dilakukannya

sebelum dua tahun sesudah putusan yang menyatakan dia berbuat satu kejahatan

atau pelanggaran menjadi tetap, atau memidana anak yang bersalah.'®
Dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45

di atas, bahwa apabila hakim memilih untuk menghukum anak di bawah umur,

maka hukuman yang dijatuhkan adalah maksimum hukuman pokok untuk tindak

pidana yang dilakukannya dan dikurangi scpertiganya; ketentuan ini
sebagaimana terdapat dalam pasal 47 KUHP yang berbunyi:

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimal pidana pokok terhadap
deliknya dikurangi sepertiga.

2. Jika perbuatan itu kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana
penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima
belas tahun.

3. Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub B Nomor 1 dan 3 tidak
&apat dijatuhkan."”

Adapun mengenai anak di bawah umur menurut Undang-Undang

No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak terdapat dalam pasal 4 yaitu:

'8 R_ Sugandhi, Kitah Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya, (Surabaya:
Usaha Nasional, 1981), him. 51.

'7 Sudarsono, Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), him. 28,




1. Bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah
seckurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tapi belum mencapai umur 18
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Bahwa dalam hal anak melakukan tindak pidana dalam batas umur
sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dan diajukan ke pengadilan setelah
anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke pengadilan
anak.'®

Dengan demikian apabila mengacu kepada pasal 4 Undang-Undang No. 3
Tahun 1997 tentang peradilan anak di atas, bahwa anak di bawah umur yang
dapat diajukan kepengadilan anak sekurang-kurangnya telah mencapai umur 8
(delapan) tahun namun belum sampai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum
pernah kawin.

Untuk lebih jelasnya mengenai sanksi tindak pidana yang diberikan
kepada anak nakal di bawah umur tercantum dalam Undang-Undang No. 3
Tahun 1997 dalam pasal 23 dan 24 yaitu:

1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan
pidana tambahan.

2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

a. Pidana penjara
b. Pidana kurungan
c. Pidana denda

d. Pidana pengawasan

' UU RI No, 3 Th 1997, Undang-Undang Peradilan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm.
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3. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud di atas, terhadap anak nakal
dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang
tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.”

Mengenai tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal di bawah
umur adalah:

1. Mengembalikan anak kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.

2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan
latihan kerja.

3. Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial
kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan
kerja.*® -

Dari beberapa pasal di atas baik yang ada dalam KUHP maupun Undang-
Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, maka nampak jelas bahwa
dalam hukum pidana Indonesia terdapat adanya sanksi atau hukuman pidana bagi
anak di bawah umur yang melakukan suatu tindak pidana.

Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, bahwa dalam hukum Pidana Islam
scbagaimana yang termaktub dalam al-Hadits Rasulullah SAW:
st ) 58 S o i gy 1 gy 4l Do B ey D
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1% rbid, him. 9.
® fbid, hlm. 10.

' [mam Turmudzi, Op. Cit., him, 865.
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Artinya: “Dari Ali r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: kalam diangkat dari
tiga kelompok: dari anak kecil hingga ia baligh, dari orang lidur
hingga ia bangun dan dari orang gila hingga ia sembuh”.

Dari hadits tersebut di atas dapat diketahui bahwa seorang anak yang
masih di bawah umur apabila melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dikenai
sanksi pidana, karena dalam hal ini seorang yang masih di bawah umur tidak bisa
dikenai suatu pembebanan (taklif), dimana suatu taklif hanya terbeban pada
orang-orang yang sudah dewasa. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu seperti
penganiayaan dan pembunuhan seorang anak tetap dikenai suatu sanksi jika telah
benar demikian adanya. Oleh karena itu dari kedua kasus tersebut di atas, jika
delik yang dilakukan adalah delik pembunuhan maka sesuai c-iengan kemuliaan
anak adam bahwa sctiap orang yang membunuh harus dimintai suatu
pertanggungjawaban secara obyektif waluapun pelakunya adalah seorang anak di
bawah umur. Hanya saja karena ia belum terbebani taklif maka hukuman yang
dapat dikenakan kepadanya hanyalah hukuman ta zir, yaitu suatu hukuman yang
dikenakan hanya semata-mata untuk menjerakan atau mendidik seorang anak
tersebut.

Sesuai dengan tujuan dijatuhkannya sanksi atau hukuman, dimana bahwa
tuju.lem utama pemberian hukuman adalah untuk menjaga kemaslahatan umum.
Hukuman walaupun tidak disukai namun harus dijalankan karena suaty
perbuatan tindak pidana harus dibalas dengan pembalasan yang setimpal. Dalam
aplikasinya hukuman dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan, di antaranya

yaitu:
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1. Untuk memelihara masyarakat sebagai upaya menyelamatkan masyarakat
dari perbuatan pelaku kejahatan. Atau dengan kata lain sebagai obat untuk
menyembuhkan penyakit yang diderita si pelaku kejahatan agar masyarakat
terhindar dar penyebarannya

2. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku pidana

3. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran agar pelaku kejahatan menjadi
orang baik dan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik pula

4, Hukuman sebagai balasan atas perbuatan.”

Menurut A. Djazuli bahwa suatu pemberian hukuman yang baik adalah:

1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat

2. Batas tertinggi dan terendah sangat tergantung kt;pada kebutuhan
kemaslahatan masyarakat

3. Memberi hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti
membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatannya

4. Hukuman adalah upaya terakhir untuk menjaga seseorang supaya tidak jatuh
ke dalam suatu maksiat,”

Dari beberapa tujuan dijatuhkannya sanksi atau hukuman di atas, bahwa
pada prinsipnya pemberian hukuman bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan
meﬁndmgi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang mencelakakan dirinya,
sehingga kehidupan di dunia maupun di akhirat mencapai kemaslahatannya.

Dalam hal ini Abu Ishaq al-Syatibi merumuskan 5 (lima) tujuan dijatuhkannya

2 pahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figh Jindyah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), him.
64-65.

2 A. Djamuli, Op. Cit., hlm. 26-27.
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sanksi atau yang sering disebut dengan al-Magdshid al-Khamsah (al-Maqashid
al-Syari’ah) yaitu untuk memelibara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta

benda serta kehormatan.**

B. Implikasi Penerapan Hukuman bagi Terdakwa Anak di Bawah Umur
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa anak yang masih di bawah

umur atau belum mencapai batas umur baligh tidak dikenakan pembebanan

(taklif) untuk melaksanakan kewajiban atas tuntutan hukum, baik itu berupa
keharusan untuk mengerjakannya atau larangan untuk meninggalkannya. Oleh
karena itu apabila terjadi suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di
bawah umur, maka tidak dapat dimintai atau dituntut pertanggungjawabannya.

Dalam syari’at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua
perkara yaitu kekuatan berfikir (idrak) dan pilihan (ikhtiar). Oleh karena itu
sehubungan dengan kedua hal tersebut di atas, maka kedudukan anak di bawah
umur dianggap tidak mempunyai kemampuan berfikir, akan tetapi apabila ia
melakukan suatu tindak pidana atau jarimah tetap dijatuhi sanksi atau hukuman,
hanya saja hukuman yang diberikan lebih bersifat pendidikan (ta 'zir).”

Dengan demikian apabila anak di bawah umur melakukan tindakan
pidana sudah barang tentu harus dipertimbangkan jalan terbaik untuk
mewujudkan kesetabilan dan kemaslahatan manusia, sehingga dalam hal ini

peran orang tua atau wali atau segala hal yang menyangkut penguasaan anak

* Suparman Usman, Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata
Hukum Indanesia, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 66-67.

% Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,
2004), hlm. 133.
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sepenuhnya harus bertanggung jawab atas scgala sesuatu yang terjadi pada anak

tersebut.

Akan tetapi perlu diketahui bahwa di Indonesia sekarang ini sudah ada
suatu peraturan khusus dalam bentuk Undang-Undang yang menjamin tentang
eksistensi peradilan anak, hal ini berarti bahwa peradilan anak dalam praktek
sudah ada.®® Dalam penerapan sanksi tindak pidana bagi anak nakal di bawah
umur, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997
tentang peradilan anak dalam pasal 60, 61, 62 dan 63 menyebutkan bahwa:

Pasal 60:

1. Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak
yang harus terpisah dari orang dewasa. .

2. Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan
kemampuannya serta hak lain berdasarkan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 61:

1. Anak pidana yang belum selesai menjalani pidananya di lembaga
pemasyarakatan anak dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun
('iipindahkan ke lembaga pemasyarakatan.

2. Anak pidana sebagaimana dim-aksud dalam ayat (1) yang telah mencapai

umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh

% Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia, (Jakarta:
Sinar Grafika, 1993), him. 1.
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satu) tahun ditempatkan di lembaga pemasyarakatan secara terpisah dari yang
telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih,

Pasal 62:

1. Anak pidana yang telah menjalani pidana 2/3 (dua pertiga) dari pidana vang
dijatubkan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan
baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat.

2. Anak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di bawsh
pengawasan jaksa dan pembimbing kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh
Balai Pemasyarakatan.

3. Pembebasan bersayarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai
dengan masa percobaan yang lamanya sama dengan sisa l;idana yang harus
dijalankan.

4. Dalam pembenahan bersyarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).

5. Pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dilakukan oleh tim pengamat pemasyarakatan,

Pasal 63:

Apabila kepala lembaga pemasyarakatan anak berpendapat bahwa anak
ucge;ra setelah menjalankan masa pendidikannya dalam lembaga paling sedikit 1
(satu) tzhun dan berkelakuan baik schingga fidak memerlukan pembinazn lagi,
kepala lembaga pemasyarakatan dapat mengajukan permohonan izin kepada

Menteri Kehakiman agar anak tersebut dikeluarkan dari lembaga tanpa syarat.?’

" UU RI No. 3 Th 1997, Op. Cit, him. 32.
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Mengenal sanksi tindak pidana terhadap anak yang terdapat dalam
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak
tersebut, yaitu Pertama, bagi anak yang masih berumur 8§ (delapan) tahun sampai
12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan dikembalikan kepada orf;ng
tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara.
Kedua, terhadap anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18
(delapan belas) tahun dijatuhkan pidana, perbedaan Iperlakuan tersebut didasarkan
atas pertumbuban dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.”®

Dari ketentuan tersebut di atas bahwa keputusan seorang hakim akan
mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Oleh karena
itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil aka.u dapat menjadi
dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan
yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang
bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Dengan demikian untuk lebih memantapkan upaya pembinaan bagi anak
nakal yang telah dijatuhi pidana oleh putusan hakim dan telah memiliki kekuatan
hukum tetap, maka sebagai upaya konsekuensi logis terhadap adanya bentuk
sanksi-sanksi yang telah diterapkan, maka anak tersebut ditampung di lembaga
pen;asyarakatan anak, sehingga dengan demikian pengadilan anak diharapkan
mampu untuk lebih memberikan arah yang tepat dalam hal pembinaan maupun

perlindungan terhadap anak tersebut.

2 fhid




BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang berkenaan dengan studi komparatif mengenai

sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak di bawah umur menurut hukum Islam

maupun hukum positif dapat disimpulkan sebagai berikut:

L,

Bahwa kriteria anak di bawah umur menurut hukum Islam adalah anak yang

belum terdapat tanda-tanda sebagai berikut :

a. Ikhtilam, yaitu keluarnya mani dari kemaluan laki-laki baik dalam
keadaan jaga maupun tidur.

b. Keluarmnya darah haid bagi perempuan.

c. Tumbuhnya rambut yang kasar disekitar kemaluan,

d. Umurnya tidak kurang dari 15 (lima belas) tahun.

Sedangkan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) pasal 45 bahwa anak di bawah umur adalah anak yang belum
berumur 16 tahun.

Bahwa pertanggungjawaban tindak pidana anak di bawah umur dalam hukum
.Islam dapat dijatuhi hukuman ta’zir walaupun mereka dianpgap belum
dewasa, dalam arti belum mampu menerima panggilan (khithab) dan belum
mampu menerima beban (taklif). Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) bahwa anak di bawah umur yang melakukan suatu

tindak pidana maka dalam hal ini hakim dapat memerintahkan:
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a. Anak itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak
dijatuhi hukuman apapun.

b. Anak itu diserahkan kepada rumah pendidikan anak-anak nakal milik
negara untuk memperoleh pendidikan dari negara sampai belum berumur
18 tahun,

¢. Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa, dalam hal ini ancaman hukuman
dikurangi sepertiganya.

Adapun dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan
anak, bahwa batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak
adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur
18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. bc-nga.n demikian
tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal itu adalah pertama,
dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Kedug,
menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan
latihan kerja. Ketiga, menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi
sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan

latihan kerja.

B. Saran-saran
Setelah melakukan penelitian secara scksama mengenai studi komparatif
tentang sanksi tindak pidana bagi terdakwa anak di bawah umur menurut hukum
Islam dan hukum Positif melalui berbagai referensi, Bahwa pada dasamya anak

di bawah umur itu merupakan tanggungjawab orang tua atau walinya terutama




yang berkaitan dengan tindak pidana, oleh karena it batas usia dewasa yang
ditetapkan dalam KUHP (pasal 45) perlu dipertimbangkan lagi.

Dengan demikian agar hukum dan keadilan dapat ditegakan serta
keamanan dan ketertiban dapat tercipta, maka batas usia dewasa harus diturunkan
menjadi 15 tahun, hal ini sebagaimana batasan yang ada dalam hukum I[slam,
dimana usia atau umur 15 tahun, mimpi basah dan sudah haid dapat dijadikan
ukuran bahwa anak tersebut sudah bisa berfikir secara realistis, artinya sudah bisa
membedakan mana hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang. Namun tentunya
harus disosialisasikan dulu agar semua individu mengetahui beban dan

tanggungjawab masing-masing serta mengetahui hak dan kewajibannya.

. Kata Penutup
Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis pada khususnya
dan bagi para pembaca pada umumnya. Akhir kata penulis ucapkan

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin.

Purwokerto, 31 Agustus 2005

Penulis,
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(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :
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NIM © 99264033
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Nama :  Subhan
NIM ;99264003
Semester : X

Prodi : AS
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Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya,
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i Purwokerto, 05 Agustus 2004
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Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
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Nomor :

Diberikan kepada :

SubRfian (99264033)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Proktek Pengamalan Ibadah

yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPl STAIN Purwokerto.

Purwokerto. 26 Juni 2004

'Qinctor

;BT dan PPl STAIN Purwokerto
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“=NIP 150 290 690

-;Sﬁﬂfﬁ:’gﬁsﬂNnﬂA, M.Ag.
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. Nikah/Belum nikah

i

Agama/Kebangsaan

F. Nama Orang tza

G. Pendidikan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

:Subhan

: Tegal, 27 Mei 1978

: Cempaka Rt 02/01 Bumijawa Tegal

: Belum nikah

: Islam/Indonesia

1. Ayah : Muhammad Sheleh
2. Ibu : Jonah

: 1. SD Negeri Cempaka I, lulus tahun 1991

!J

MTs Ali Muksum Krapyak Yogyakarta, lulus tahun
1995

MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, lulus tahun

!.JJ

1998

4. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2005

Demikianlah riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 31 Agustus 2005

Penulis

Subhan




